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ABSTRAK:  
Kesehatan Merupakan Hal Yang Penting Dalam Melakukan Aktivitas Sehari-Hari 

Sehingga Kesehatan Perlu Selalu Dijaga. Kesehatan Yang Terganggu Dapat Menghambat 
Aktivitas Dan Mengurangi Produktivitas. Dengan Begitu, Apabila Kesehatan Terganggu 
Maka Diperlukan Penanganan Oleh Dokter. Dokter Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan 
Tindakan Medis Sebagai Bagian Dalam Pelayanan Kesehatan Salah Satunya Adalah 
Diagnosa. Diagnosa Yang Dilakukan Dokter Menjadi Bagian Dari Rangkaian Medis Untuk 
Menemukan Penyakit Yang Diderita Pasien Sehingga Dapat Ditentukan Tindakan Medis 
Yang Tepat. Kesalahan Dalam Melakukan Diagnosa Dapat Menyebabkan Ketidaktepatan 
Tindakan Medis Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien, Sehingga Pasien Yang 
Menerima Pelayanan Kesehatan Dari Dokter Harus Dilindungi. Oleh Karena Itu Penulis 
Membuat Skripsi Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan 
Diagnosis Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan” Dengan Perumusan 
Masalah: (1) Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan 
Kesehatan? (2) Bagaimana Tanggungjawab Hukum Dokter Jika Terjadi Kesalahan Diagnosis 
Dalam Pelayanan Kesehatan? 

Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu: Yuridis Normatif, 
Dengan Cara Penelitian Menggunakan Data Sekunder Yaitu Bahan Hukum Primer, 
Sekunder, Dan Tersier Sebagai Bahan Penelitian Yang Menghasilkan Data Desktiptif Analitis 
Untuk Menggambarkan Secara Rinci Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Diagnosis Dan 
Tanggungjawab Hukum Dokter Jika Terjadi Kesalahan Diagnosis Dalam Pelayanan 
Kesehatan, Dengan Metode Pengumpulan Data Studi Pustaka.  

Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Ketentuan Hukum Tentang Diagnosis Dokter 
Dalam Pelayanan Kesehatan Diatur Mulai Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang 
Menjadi Dasar Hukum Yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, Dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Sampai 
Peraturan Kebijaksanaan Yang Diatur Dalam Bentuk Ketentuan Teknis Diagnosis Dokter 
Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 
Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer, Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pertanggungjawaban Dokter Jika Melakukan 
Kesalahan Diagnosa Didasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Dirumuskan Dalam 
Kuhpidana, Kuhperdata, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 
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Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terdapat Tiga Bentuk 
Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Yaitu 
Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sanksi Denda, Pidana Kurungan Dan/Atau Pidana 
Penjara; Pertanggungjawaban Perdata Dengan Sanksi Ganti Kerugian; Dan 
Pertanggungjawaban Administrasi Dengan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis Atau 
Pencabutan STR Dan/Atau SIP. 

(Kata Kunci: Tanggungjawab, Kesalahan, Diagnosis Dokter, Pelayanan Kesehatan.) 
 

PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG   

Dalam Menunjang Produktivitas Seseorang Sehari-Hari, Kesehatan Merupakan Hal 
Yang Penting Untuk Dijaga Dengan Baik. Kesehatan Yang Dijaga Dengan Baik Memiliki 
Potensi Untuk Membuat Produktivitas Masyarakat Menjadi Lebih Baik Dan Optimal. Akan 
Tetapi Penyakit Bisa Saja Datang Menyerang Tubuh Secara Tiba-Tiba. Saat Tubuh Terserang 
Penyakit Maka Tubuh Tidak Dapat Beraktifitas Dengan Baik. Untuk Menangani Tubuh Yang 
Terserang Penyakit, Dibutuhkan Orang Yang Berkompeten Dalam Hal Tersebut. Orang Yang 
Berkompeten Dalam Menangani Dan Mengobati Suatu Penyakit Disebut Dengan Dokter.  

Dokter Merupakan Tenaga Medis Yang Berperan Penting Dalam Pelayanan 
Kesehatan.  Ilmu Dan Kompetensi Yang Dimiliki Dokter Dalam Menangani Dan Mengobati 
Suatu Penyakit, Tidak Dapat Dipelajari Secara Umum Tanpa Melalui Pendidikan Yang 
Berjenjang Karena Ilmu Kedokteran Sangatlah Rumit Dan Profesi Dokter Memiliki 
Tanggungjawab Yang Besar Terhadap Nyawa Pasiennya.1 Kompetensi Merupakan 
Kemampuan Dasar Pada Bidang Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Dan Perilaku Profesional 
Dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat.2 Dokter Dituntut Untuk Menguasi Ilmu 
Dan Kompetensi Dalam Menangani Dan Mengobati Penyakit. Dokter Dengan Ilmu Dan 
Kompetensi Membuat Pasien Percaya Kepada Dokter Untuk Menyembuhkan Penyakit Yang 
Dideritanya Lewat Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Dokter. Kepercayaan Antara Pasien 
Dengan Dokter Menciptakan Suatu Ikatan Yang Menimbulkan Perjanjian Yang Disebut 
Dengan Perjanjian Teraupetik Atau Transaksi Teraupetik.3  

Perjanjian Teraupetik Adalah Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien Yang 
Memperbolehkan Dokter Untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Sesuai 
Dengan Ilmu Dan Kompetensi Yang Dimiliki Dokter. Dari Hubungan Hukum Yang Terjadi 
Dalam Perjanjian Teraupetik Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Dokter Maupun Pasien.4 Hak 
Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien Telah Diatur Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 

Hak Dokter Pada Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran: 

a. Memperoleh Perlindungan Hukum Sepanjang Melaksanakan Tugas 
Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional;  

 
1 Nomensen Sinamo, 2020, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal. 23 
2 Zaeni Asyhadie, 2022, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, hal. 24 
3Andika Yuli Rimbawan, 2020, “Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlidungan 

Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, No.2 Vol.4, hal. 65. 
4 Zaeni Asyhadie, op. cit., hal. 54. 



SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan 
ISSN:2548-818X (media online) Vol. 5 |  No. 1 | Juni 2019 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/shk 3 

 

b. Memberikan Pelayanan Medis Menurut Standar Profesi Dan Standar 
Prosedur Operasional;  

c. Memperoleh Informasi Yang Lengkap Dan Jujur Dari Pasien Atau 
Keluarganya; Dan   

d. Menerima Imbalan Jasa.  
 

Kewajiban Dokter Diatur Dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 

 

a. Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan 
Standar Prosedur Operasional Serta Kebutuhan Medis Pasien 

b. Merujuk Pasien Ke Dokter Atau Dokter Gigi Lain Yang Mempunyai 
Keahlian Atau Kemampuan Yang Lebih Baik, Apabila Tidak Mampu 
Melakukan Suatu Pemeriksaan Atau Pengobatan;  

c. Merahasiakan Segala Sesuatu Yang Diketahuinya Tentang Pasien, 
Bahkan Juga Setelah Pasien Itu Meninggal Dunia;  

d. Melakukan Pertolongan Darurat Atas Dasar Perikemanusiaan, 
Kecuali Bila Ia Yakin Ada Orang Lain Yang Bertugas Dan Mampu 
Melakukannya; Dan  

e. Menambah Ilmu Pengetahuan Dan Mengikuti Perkembangan Ilmu 
Kedokteran Atau Kedokteran Gigi.  

 

Hak Pasien Diatur Dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran Yaitu:  

a. Mendapatkan Penjelasan Secara Lengkap Tentang Tindakan Medis 
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 45 Ayat (3);  

b. Meminta Pendapat Dokter Atau Dokter Gigi Lain;  

c.  Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Kebutuhan Medis;  

d. Menolak Tindakan Medis; Dan Mendapatkan Isi Rekam Medis. 

 

Kewajiban Pasien Diatur Dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 

a. Memberikan Informasi Yang Lengkap Dan Jujur Tentang Masalah 
Kesehatannya; 

b. Mematuhi Nasihat Dan Petunjuk Dokter Atau Dokter Gigi; Mematuhi 
Ketentuan Yang Berlaku Di Sarana Pelayanan Kesehatan; Dan 

c. Memberikan Imbalan Jasa Atas Pelayanan Yang Diterima 

 



JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN 
ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 1 |  No. 1 | Agustus 2020 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk 4 

 

 Dokter Memiliki Hak Mengumpulkan Informasi Kesehatan Pasien Untuk Melakukan 
Diagnosis Penyakit Dan Tindakan Medis Yang Perlu Dilakukan Dan Berkewajiban Untuk 
Memberitahukan Hasil Diagnosis Dan Tindakan Medis Kepada Pasien. Pemberitahuan 
Tersebut Sekaligus Untuk Meminta Persetujuan Kepada Pasien Terkait Tindakan Medis 
Yang Perlu Dilakukan.5 Dalam Menentukan Diagnosis Dan Tindakan Medis, Kemampuan Dan 
Pengalaman Dokter Serta Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dikuasainya Memiliki 
Pengaruh Yang Besar.6 Diagnosis Yang Dilakukan Oleh Dokter Tidaklah Mudah Karena 
Dipengaruhi Posisi, Perkembangan Serta Keadaan Dari Ilmu Kedokteran Yang Dapat 
Mempengaruhi Prosedur Tindakan Medis Yang Akan Dilakukan, Sehingga Apabila Terjadi 
Kesalahan Diagnosis Maka Akan Berdampak Pada Prosedur Tindakan Medis Yang Dapat 
Merugikan Pasien.7  

Kesalahan Diagnosis Yang Dilakukan Dokter Termasuk Kedalam Kesalahan Medis 
Yang Disebut Juga Malpraktik. Malpraktik Merupakan Suatu Tindakan Atau Praktik Buruk 
Yang Diartikan Sebagai Suatu Kelalaian Dari Para Profesi Yang Menjalankan Profesinya.8 Ada 
Beberapa Contoh Kasus Mengenai Kesalahan Diagnosis Yang Dilakukan Oleh Dokter Seperti 
Dalam Kasus Marc Marquez, Pembalap Motogp Yang Mendapat Operasi Kedua Akibat 
Kesalahan Diagnosis Dari Tim Dokter. Xavier Mir Yang Merupakan Dokter Dari Marc 
Marquez Melakukan Kesalahan Diagnosis Pada Operasi Pertama Tulang Lengan Kanannya 
Yang Mengalami Keretakan Yang Menyebabkan Marc Marquez Harus Melakukan Operasi 
Kedua Sehingga Membuatnya Harus Absen Mengikuti Pagelaran Motogp Selama Dua 
Sampai Tiga Bulan.9  

Contoh Kasus Lainnya Yaitu Kasus Affan Azham Yang Terserang Virus Rubela. Pada 
Umur 3 Bulan, Affan Azham Didiagnosis Terkena Penyakit Katarak Pada Matanya Dan Harus 
Dilakukan Operasi Pada Matanya Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kota Serang. Affan Azham 
Dioperasi Pada Umur 6 Bulan. Namun, Setelah Operasi, Ada Perbedaan Hasil Pada Mata 
Sebelah Kirinya. Ibu Nurul Hanifah Yang Merupakan Ibu Dari Affan Azham Menganggap 
Bahwa Hasil Operasi Pada Mata Kirinya Tidak Sebaik Seperti Pada Mata Kanannya Sehingga 
Memeriksakan Kembali Mata Anaknya. Pemeriksaan Mata Dilakukan Di Rumah Sakit Yang 
Berbeda Disalah Satu Rumah Sakit Di Jakarta. Hasil Dari Pemeriksaan Di Rumah Sakit Di 
Jakarta Diketahui Bahwa Affan Didiagnosa Terkena Virus Rubella. Dokter Tersebut 
Mengatakan Seharusnya Affan Tidak Melakukan Operasi Katarak, Tetapi Dilakukan 
Penanganan Untuk Mengobati Virus Rubella Terlebih Dahulu. Dari Penyampaian Dokter Di 
Rumah Sakit Kota Jakarta, Ada Indikasi Kesalahan Diagnosis Pada Affan Oleh Dokter Di 
Rumah Sakit Kota Serang. Mendengar Hal Tersebut, Ibu Nurul Merasa Kecewa Atas 
Diagnosis Dan Penangan Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Sebelumnya. Affan Terpaksa 
Kehilangan Penglihatan Pada Mata Kirinya Akibat Dari Virus Rubella Yang Menyerangnya.10  

 
5 Ibid., hal. 92. 
6 Oemar Seno Adji, 1991, Etika Professional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi 
Dokter, Jakarta: Erlangga. Hal. 123. 
7 Ibid., hal. 158. 
8 Zaeni Asyhadie, op. cit., hal. 112. 
9 https://www.tribunnews.com/sport/2020/08/25/motogp-2020-kesalahan-diagnosis-berujung-operasi-

kedua-marquez-legawa-tak-ingin-ganti-tim-dokter diakses pada 4 Desember 2020 pukul 20.14 WIB 
10 Nurul Hanifah, Ibu dari Affan Azham, Wawancara Pribadi, Serang, Banten, 11 Desember 2020 

https://www.tribunnews.com/sport/2020/08/25/motogp-2020-kesalahan-diagnosis-berujung-operasi-kedua-marquez-legawa-tak-ingin-ganti-tim-dokter
https://www.tribunnews.com/sport/2020/08/25/motogp-2020-kesalahan-diagnosis-berujung-operasi-kedua-marquez-legawa-tak-ingin-ganti-tim-dokter
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Sebagai Pembanding Mengenai Kasus Affan Azham, Penulis Mengambil Kasus Virus 
Rubela Yang Menyerang Balita Di Semarang, Jawa Tengah. Kasus Ini Terjadi Pada Ayni Tiya 
Rahmadani, Seorang Balita Yang Terkena Virus Rubela. Ibu Ayni Yaitu Siti Zakiyah, Melihat 
Adanya Suatu Bintik Putih Pada Mata Ayni Lalu Diperiksakan. Dari Pemeriksaan Tersebut 
Ayni Di Diagnosis Menderita Katarak Pada Mata Sebelah Kirinya. Dikarenakan Umur Ayni 
Yang Masih Balita, Ayni Harus Menunggu Sampai Usianya Menyentuh Umur 5 Bulan. Pada 
Umur 3 Bulan Ayni Melakukan Pemeriksaan Laboratorium Sebelum Melakukan Operasi. Dari 
Hasil Pemeriksaan Laboratium Diketahui Bahwa Ayni Terserang Virus Rubela. Dengan Hasil 
Pemeriksaan Laboratorium Tersebut, Ayni Harus Mendapatkan Perawatan Yang Intensif 
Untuk Menangani Virus Rubela Yang Dideritanya. Setelah Melakukan Pemeriksaan 
Laboratorium, Ayni Melakukan Pemeriksaan THT (Telinga Hidung Dan Tenggorakan) 
Sebagai Pemeriksaan Tambahan Dalam Tindakan Perawatan Intensif Yang Sedang Dijalani 
Ayni. Ayni Melaksanakan Operasi Katarak Pada Umur 5 Bulan. Virus Rubela Yang Diderita 
Ayni Menyebabkan Kebocoran Pada Saluran Pembuluh Darah Yang Menuju Jantung 
Sehingga Semenjak Usianya 6 Bulan Ayni Harus Mengkonsumsi Obat-Obatan Untuk 
Mengobati Kebocoran Saluran Pembuluh Darahnya. Disaat Menginjak Umur 8 Bulan, Ayni 
Harus Rutin Melakukan Terapi Di RSUP Dr Kariadi Semarang. Terapi Tersebut Meliputi 
Fisioterapi, Okupasi Terapi Dan Terapi Wicara.11 Dari Kasus Ayni, Diagnosis Virus Rubela Yang 
Menyerangnya Diketahui Sejak Dini Sehingga Dapat Dilakukan Penanganan Yang Tepat 
Pada Ayni. Hal Ini Sangat Berbeda Dengan Yang Dialami Oleh Affan Azam. Terjadinya 
Kesalahan Diagnosis Membuat Affan Azam Mengalami Kerugian Karena Kehilangan 
Penglihatan Pada Mata Kirinya. 

Terdapat Penelitian-Penelitian Terdahulu Yang Pernah Dilakukan Sebagai Bahan 
Perbandingan Dan Kajian Mengenai Kesalahan Diagnosis. Adapun Hasil-Hasil Penelitian 
Yang Dijadikan Perbandingan Tidak Terlepas Dari Topik Penelitian Yaitu Tinjauan Yuridis 
Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter Pada Pasien Dalam 
Pelayanan Kesehatan.  

Penelitian Pertama Merupakan Penelitian Yang Dilakukaan Oleh Alfiansyah 
Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Brawijawa Dengan Judul “Tanggung Gugat Dokter 
Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Di RSD. Dr. 
Soebandi Jember)” Yang Menyimpulkan Bahwa Persetujuan Tindakan Medik Memiliki 
Peran Penting Dalam Perjanjian Teraupetik Sehingga Kesalahan Diagnosis Yang Dilakukan 
Dokter Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Perdata.12 Metode Penelitian Yang Digunakan 
Yaitu Metode Penelitian Empiris. Metode Penelitian Ini Berbeda Dengan Metode Penelitian 
Dengan Penelitian Yang Dilakukan Penulis 

Penelitian Kedua Merupakan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Budi Handoyo S.H., 
M.H. Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Dengan Judul 
“Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan 
Dalam Perspektif Hukum Pidana” Tahun 2020 Yang Menyimpulkan Bahwa Malpraktik 
Kedokteran Hanya Terjadi Pada Tindak Pidana Materiil (KUHP), Yaitu Suatu Tindak Pidana 

 
11 Eko Susanto, “Terinfeksi Rubella, Balita di Semarang Alami Gangguan Mata dan 

Telinga”,https://health.detik.com/true-story/d-4320272/terinfeksi-rubela-balita-di-semarang-alami-
gangguan-mata-dan-telinga (diakses pada 4 Desember 2020,pukul 21.03 WIB) 

12 Alfiansyah, 2013, Tanggung Gugat Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis di Rumah 
Sakit (Studi Kasus di RSD. Dr. Soebandi Jember), Malang: Universitas Brawijaya, hal. 19. 

https://health.detik.com/true-story/d-4320272/terinfeksi-rubela-balita-di-semarang-alami-gangguan-mata-dan-telinga
https://health.detik.com/true-story/d-4320272/terinfeksi-rubela-balita-di-semarang-alami-gangguan-mata-dan-telinga
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Yang Memberikan Larangan Terhadap Timbulnya Akibat Tertentu Yang Diancam Dengan 
Sanksi Pidana.13 Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Sama Dengan 
Metode Yang Digunakan Penulis Yaitu Yuridis Normatif.   

Penelitian Ketiga Yaitu Penelitian Yang Dilakukan Oleh Bayu Wijanarko Dan Mudiana 
Permata Sari, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Dengan Judul Penelitian “Tinjauan 
Yuridis Sahnya Perjanjian Teraupetik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien” Tahun 2014 
Yang Menyimpulkan Bahwa Perjanjian Teraupetik Merupakan Suatu Perjanjian Ispaning 
Verbintenis (Berdasarkan Usaha) Sehingga Hasil Bukanlah Hal Yang Dicapai Melainkan 
Usaha Dokter Yang Menjadi Objek Dari Perjanjian.14 Metode Dalam Penelitian Ini 
Menggunakan Metode Kajian Pustaka Yang Berbeda Dengan Metode Yang Digunakan 
Penulis. 

Berdasarkan Uraian Diatas Dan Penelitian Terdahulu, Diketahui Bahwa Dokter Tidak Luput 
Dari Kesalahan Dalam Melakukan Diagnosis Kepada Pasien, Sehingga Penulis Merasa 
Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang 
Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Pelayanan 
Kesehatan.” 

PERUMUSAN MASALAH   

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan 
kesehatan? 

2. Bagaimana tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam 
pelayanan kesehatan? 

. 
METODE PENELITIAN  (optional) 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan Yang Digunakan Oleh Peneliti Adalah Pendekatan 
Yuridis Normatif Yang Melihat Hukum Sebagai Suatu Konsep Sebagaimana Tertulis 
Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Law In Books). Penelitian Hukum Normatif 
Memiliki Konsep Bahwa Hukum Sejatinya Merupakan Apa Yang Tertulis Dalam 
Peraturan Undang-Undang Ataupun Sebagai Suatu Kaidah Atau Norma Yang 
Dijadikan Patokan Bagaimana Sepantasnya Manusia Berperilaku.15 Penelitian Hukum 
Normatif Hanya Menggunakan Data Sekunder Yang Berupa Bahan Hukum Primer, 
Bahan Hukum Sekunder, Atau Data Tersier Tanpa Diperlukan Sampling Karena Data 
Sekunder Memiliki Bobot Dan Kualitas Tersendiri Yang Tidak Bisa Digantikan 
Dengan Jenis Data Lainnya.16 

2. Spesifikasi Penelitian 

 
13 Budi Handoyo, 2020, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan 
Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana, Aceh: STAIN, hal. 60. 
14 Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, 2014, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Teraupetik dan 

Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Surakarta;USM,  hal. 12. 
15 Zainal Asikin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: RajaGrafindo Persada. hal. 118. 
16 Ibid, hal. 120. 
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Spesifikasi Penelitian Yang Digunakan Oleh Peneliti Adalah Deskriptif 
Analitis Karena Berdasarkan Sifatnya, Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk 
Memberikan Gambaran Atau Deskripsi Tentang Objek Penelitian Secara Rinci, 
Sistematis Dan Konsisten Mengenai Ketentuan Hukum Mengenai Diagnosis Dokter 
Dan Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Pemahaman Yang Diperoleh Baik Pada 
Tahapan Menghimpun Data, Menganalisis Ataupun Membuat Kesimpulan Juga 
Dibuat Dalam Bentuk Deskriptif. 

3. Objek Penelitian 

Objek Penelitian Ini Adalah Ketentuan Hukum Mengenai Diagnosis Dokter 
Dan Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Dalam Penelitian Ini Akan Diteliti Hukum 
Yang Mengatur Tentang Diagnosis Dokter Serta Bentuk Pertanggungjawaban Oleh 
Dokter Dalam Pelayananan Kesehatan Yang Telah Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Pada Pasien Dan Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien.     

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Yang Dilakukan Dengan Pendekatan Yuridis Normatif Hanya 
Mengenal Data Sekunder Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum 
Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier Teknik Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini 
Adalah Studi Kepustakaan Yang Meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu 

Uud 45, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang 
Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran, 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 
Tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Primer, Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder Merupakan Bahan Yang Memiliki Kaitan 

Erat Dengan Bahan Hukum Primer Sehingga Dapat Membantu 
Pemahaman Dan Analisa. Bahan Hukum Sekunder Yang Digunakan 
Dalam Penelitian Ini Yaitu Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan Dengan 
Judul Penelitian, Teori Hukum Dan Pendapat Para Ahli. 

c. Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier Merupakan Bahan-Bahan Yang Dapat 

Mendukung Informasi Bahan Hukum Primer Dan Sekunder. Bahan 
Hukum Tersier Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Kamus Dan 
Berita Dari Internet. 
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Untuk Melengkapi Data Sekunder, Dilakukan Wawancara Dengan 
Dokter Dan Para Ahli Yaitu Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata Dan 
Ahli Hukum Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Objek Penelitian. 

5. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data 

Data Yang Diperoleh Dari Penelitian Ini, Disusun Secara Sistematis Dan 
Teratur. Data-Data Yang Diperoleh Tersebut Akan Dianalisis Menyesuaikan 
Dengan Objek Penelitian Yaitu Ketentuan Hukum Mengenai Diagnosis Dokter 
Dan Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Proses Pengolahan Data Dilakukan 
Untuk Memeriksa Kembali Data Yang Diperoleh Sehingga Data Tersebut Dapat 
Dipertanggungjawabkan. Pada Proses Pengolahan Data, Dilakukan Revisi Data 
Yang Keliru, Menambah Kekurangan Data Dan Melengkapi Data Yang Belum 
Lengkap. Proses Pengolahan Data Yang Telah Selesai Akan Disajikan Dalam 
Bentuk Laporan Penelitian Skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Data Yang Diperoleh Dan Telah Diolah Akan Dianalisis Secara Kualitatif 
Dengan Menggunakan Referensi Yang Telah Dicantumkan Pada Bagian Tinjauan 
Pustaka Dan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Dan Bahan-Bahan 
Pustaka Yang Relevan Dengan Penelitian.  Analisis Dilakukan Terhadap 
Ketentuan Hukum Mengenai Diagnosis Dokter Dan Bentuk 
Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Pada Pasien 
Dalam Pelayanan Kesehatan. 

 
PEMBAHASAN 

1. Ketentuan Hukum Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan 
a. Dasar Hukum Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia Dan Salah Satu Unsur 
Kesehjateraan Yang Harus Diwujudkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pancasila 
Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Untuk 
Mewujudkannya Maka Pemerintah Perlu Menyelenggarakan Pembangunan 
Kesehatan. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Yang Dilakukan 
Pemerintah Meliputi Pelaksanaan Secara Terpadu Antara Upaya Kesehatan Dan 
Sumber Dayanya. Pelayanan Kesehatan Termasuk Dalam Upaya Kesehatan, Dan 
Sumber Daya Yang Dimaksud Adalah Tenaga Kesehatan Yang Secara Spesifik 
Dalam Penelitian Ini Merupakan Dokter.  

Dasar Hukum Mengenai Pelayanan Kesehatan Diatur Dalam: 
1) Uud 1945 

a) Pasal 28h Ayat (1) Uud 1945 Yang Berbunyi: 
”Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat 
Tinggal, Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat 
Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan” 
 
Kaitannya Dengan Penelitian Ini, Bahwa Diagnosis Merupakan 

Bagian Dari Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Dokter Dalam 
Praktik Kedokteran. Pasal 28 H Ayat (1) Menyebutkan Bahwa Setiap 
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Orang Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan. Hak Tersebut Juga 
Menyangkut Tentang Diagnosis Penyakit Oleh Dokter.  

Agar Dapat Memperoleh Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Harus 
Segera Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan. Pasal Ini Menjadi 
Landasan Dalam Upaya Pemerintah Untuk Menyelenggarakan 
Pembangunan Kesehatan Khususnya Dalam Pelayanan Kesehatan. 
Sebagai Bagian Dari Upaya Kesehatan, Pelayanan Kesehatan 
Membutuhkan Dokter Sebagai Sumber Daya Dalam Penyelenggaraan 
Pembangunan Kesehatan. Dengan Memiliki Sumber Daya Yang Baik, 
Maka Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Dan Hak Untuk 
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dapat Terlaksana. Artinya Bahwa 
Pemerintah Memiliki Tanggungjawab Atas Terlaksananya Pelayanan 
Kesehatan Bagi Setiap Orang. 

b) Pasal 28d Ayat (1) Uud 1945 Yang Berbunyi:  
“Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan 
Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan 
Hukum.” 
 
Kaitannya Dengan Penelitian Ini, Bahwa Diagnosis Yang Dilakukan 

Oleh Dokter Diakui Secara Hukum Dan Memiliki Kepastian Hukum. 
Diagnosa Yang Dilakukan Oleh Dokter Telah Diatur Dalam Undang-
Undang Sebagai Kewajiban Dokter Yang Harus Dilaksanakan Dalam 
Melakukan Pelayanan Kesehatannya Terhadap Pasien. Pasien Memiliki 
Hak Untuk Menerima Diagnosa Dan Tindakan Medis Sebagai Bagian Dari 
Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Dokter. Sehingga, Apabila 
Terdapat Suatu Permasalahan Terkait Dengan Diagnosa Dokter, Dapat 
Dipastikan Bahwa Permasalahan Tersebut Dapat 
Dipertanggungjawabkan Secara Hukum. 

c) Pasal 28g Ayat (1) Uud 1945 Yang Berbunyi:  
“Setiap Orang Berhak Atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, 
Kehormatan, Martabat, Dan Harta Benda Yang Dibawah 
Kekuasaannya, Serta Berhak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Dari 
Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu 
Yang Merupakan Hak Asasi.” 

 
Sama Halnya Seperti Yang Dijelaskan Dalam Pasal 28d Ayat (1) Uud 

1945, Dokter Memiliki Hak Untuk Dilindungi Secara Hukum. Dengan 
Adanya Pasal Ini, Maka Dokter Dapat Melakukan Diagnosa Tanpa 
Merasa Terancam. Begitu Pula Dengan Pasien. Perlindungan Ini 
Diperlukan Agar Pasien Dapat Menerima Pelayanan Kesehatan Dengan 
Rasa Aman. Perlindungan Ini Dapat Direalisasikan Oleh Pemerintah 
Dengan Dibuatnya Undang-Undang Untuk Terjaminnya Kepastian 
Hukum Bagi Dokter Maupun Pasien. 

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Diciptakan 

Untuk Memenuhi Hak-Hak Dan Kepastian Hukum Dokter Dan Pasien Yang 
Telah Dijelaskan Dalam Uud1945 Khususnya Dalam Aspek Pelayanan 
Kesehatan.  
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Uu Kesehatan Berkaitan Dengan Objek Penelitian Ini Yaitu 
Kesalahan Diagnosis. Diagnosis Merupakan Bagian Dari Tindakan 
Kedokteran. Tindakan Tersebut Merupakan Tindakan Medis Yang Dilakukan 
Oleh Dokter Dengan Bentuk Preventif, Diagnostik, Terapeutik Ataupun 
Rehabilitatif. Tindakan Tersebut Dapat Dilakukan Karena Dokter Memiliki 
Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Mengupayakan 
Proses Penyembuhan Dan Pemulihan Kesehatan Pasien.  
a) Pasal 21 Uu Kesehatan: 

“Pemerintah Mengatur Perencanaan, Pengadaan, 
Pendayagunaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Mutu Tenaga 
Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.” 

 
Pemberian Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Tindakan 

Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Harus Melewati Proses Perizinan 
Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah. Artinya, Pemerintah Berperan Besar 
Dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan. Dengan Memanfaatkan 
Sumber Daya Pembangunan Kesehatan Yaitu Dokter Untuk Melakukan 
Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Khususnya Dalam Melakukan 
Diagnosa Penyakit Pada Pasien, Maka Pemerintah Perlu Mengatur Dan 
Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tersebut. 

.  
b) Pasal 23 Uu Kesehatan: 

(1) Tenaga Kesehatan Berwenang Untuk Menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan. 

(2) Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 
Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Sesuai Dengan 
Bidang Keahlian Yang Dimiliki. 

(3) Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan 
Wajib Memiliki Izin Dari Pemerintah. 

(4) Selama Memberikan Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Dimaksud 
Pada Ayat (1) Dilarang Mengutamakan Kepentingan Yang Bernilai 
Materi. 

(5) Ketentuan Mengenai Perizinan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 
(3) Diatur Dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 23 Ayat (1) Dengan Adanya Pasal Ini, Maka Dokter Diberi 

Kewenangan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan. 
Artinya, Bahwa Kewenangan Dokter Ini Secara Yuridis Telah Diatur 
Sehingga Memiliki Kepastian Hukum. Selain Dokter, Adanya Kepastian 
Hukum Mengenai Kewenangan Dokter Ini Juga Memberikan Rasa Aman 
Kepada Pasien Sesuai Dengan Asas Pelindungan Bahwa Pemberi Dan 
Penerima Pelayanan Kesehatan Menerima Kepastian Hukum. 

Pasal 23 Ayat (2) Uu Kesehatan Yang Menyebutkan Mengenai 
Bidang Keahlian Diartikan Bahwa Pada Dasarnya Dokter Harus 
Menempuh Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Sebelum Melakukan 
Pelayanan Kesehatan. Dokter Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan 
Yang Telah Ditempuhnya. Artinya, Dalam Hal Mendiagnosa Penyakit, 
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Maka Dokter Harus Melakukannya Sesuai Dengan Pendidikan Dan/Atau 
Pelatihannya.  

Pasal 23 Ayat (3) Diartikan Bahwa Dokter Sebelum Dapat Melakukan 
Diagnosa Dalam Praktik Kedokteran Sebagai Wujud Pelayanan 
Kesehatan Harus Memiliki Izin Dari Pemerintah Terlebih Dahulu. Hal Ini 
Diperlukan Karena Menjadi Bagian Dari Tanggungjawab Pemerintah 
Untuk Mengatur Dan Mengawasi Jalannya Pelayanan Kesehatan. Selain 
Itu, Dengan Adanya Pengaturan Mengenai Izin Praktik Ini Maka 
Pemerintah Dapat Menjaga Kualitas Dari Dokter Sebagai Sumber Daya 
Pelayanan Kesehatan Sebagai Wujud Atas Pembangunan Kesehatan 
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah. 

Pasal 23 Ayat (4) Diartikan Bahwa Dokter Dalam Melakukan 
Pelayanan Kesehatan Harus Memperhatikan Kepentingan Kesehatan 
Pasiennya. Dokter Melakukan Profesinya Untuk Menyelamatkan Pasien, 
Sehingga Orientasi Terhadap Materi Bisa Dikesampingkan Terlebih 
Dahulu. Sebagai Contoh, Apabila Terjadi Kecelakaan Mobil Dan Terdapat 
Dokter Di Area Kecelakaan Tersebut Maka Dokter Diwajibkan Untuk 
Memberikan Pertolongan Tanpa Mengharapkan Imbalan Materi Sebagai 
Wujud Tanggungjawab Atas Profesinya. 

Ketentuan Mengenai Surat Izin Praktik (Sip) Sebagaimana Dimaksud 
Dalam Pasal 23 Ayat (5), Diatur Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 
2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran Yang Selanjutnya Akan Dibahas Pada Bagian Ketentuan 
Hukum. 

c) Pasal 24 Uu Kesehatan: 
(1) Tenaga Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Harus 

Memenuhi Ketentuan Kode Etik, Standar Profesi, Hak Pengguna 
Pelayanan Kesehatan, Standar Pelayanan, Dan Standar Prosedur 
Operasional. 

(2) Ketentuan Mengenai Kode Etik Dan Standar Profesi Sebagaimana 
Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Oleh Organisasi Profesi. 

(3) Ketentuan Mengenai Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan, Standar 
Pelayanan, Dan Standar Prosedur Operasional Sebagaimana 
Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 24 Ayat (1) Diartikan Bahwa Dokter Harus Memenuhi 

Ketentuan Dan Standar Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah 
Sebelum Diberikan Kewenangan Untuk Memberikan Pelayanan 
Kesehatan. Ketentuan Dan Standar Ini Diperlukan Agar Terjadi 
Penyeragaman Sehingga Mutu Dari Pelayanan Kesehatan Yang 
Dilakukan Oleh Dokter Tetap Memiliki Kualitas Dan Dapat Ditingkatkan. 
Artinya, Diagnosa Dokter Dilakukan Dengan Memenuhi Kode Etik, 
Standar Profesi, Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan, Standar 
Pelayanan, Dan Standar Prosedur Operasional Yang Telah Dibuat 
Sebelumnya. 

Pasal 24 Ayat (2) Diartikan Bahwa Kode Etik Dan Standar Profesi 
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1) Menjadi Kewajiban 
Dokter Untuk Memenuhi Ketentuan Tersebut Dalam Pelayanan 
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Kesehatan. Kode Etik Dan Standar Profesi Ini Dibuat Oleh Organisasi 
Profesi Kedokteran. Di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (Idi) 
Merupakan Satu-Satunya Organisasi Profesi Kedokteran Yang Diakui 
Oleh Pemerintah Atau Organisasi Tunggal Kedokteran. Penetapan Idi 
Sebagai Organisasi Tunggal Kedokteran Menjadi Bagian Dari Wujud 
Pembangunan Kesehatan Oleh Pemerintah Sehingga Dokter Memiliki 
Kode Etik Dan Standar Profesi Yang Sama. Dengan Begitu, Pelayanan 
Kesehatan Oleh Dokter Di Indonesia Dilakukan Dengan Standar Yang 
Sama Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Organisasi Profesi. 

Ketentuan Mengenai Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan, Standar 
Pelayanan, Dan Standar Prosedur Operasional Sebagaimana Dikutip 
Dalam Pasal 24 Ayat (3), Diatur Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Yang 
Selanjutnya Akan Dibahas Pada Bagian Ketentuan Hukum. 

3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
a) Pasal 1 Angka 1 Uu Praktik Kedokteran 

“Praktik Kedokteran Adalah Rangkaian Kegiatan Yang Dilakukan 
Oleh Dokter Dan Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Melaksanakan 
Upaya Kesehatan.” 
 
Dari Penjelasan Praktik Kedokteran Tersebut, Dapat Dikatakan 

Bahwa Diagnosis Merupakan Bagian Dari Praktik Kedokteran Karena 
Diagnosis Merupakan Rangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Dokter Dalam 
Melaksanakan Upaya Kesehatan. Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa 
Diagnosa Dan Pelayanan Kesehatan Dokter Memiliki Korelasi. 

b) Pasal 1 Ayat (2) Uu Praktik Kedokteran Menjelaskan Bahwa: 
“Dokter Dan Dokter Gigi Adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter 
Gigi, Dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan Pendidikan Kedokteran Atau 
Kedokteran Gigi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Yang Diakui 
Oleh Pemerintah Republik Indonesia Sesuai Dengan Peraturan 
Perundang-Undangan.” 

 
Pasal Tersebut Menjelaskan Bahwa Dokter Merupakan Lulusan Dari 

Pendidikan Kedokteran. Artinya, Untuk Menjadi Seorang Dokter 
Haruslah Menempuh Pendidikan Kedokteran Untuk Menjalankan Profesi 
Kedokteran. Untuk Mendapatkan Pengakuan Oleh Pemerintah, Maka 
Dokter Perlu Memiliki Surat Tanda Registrasi (Str) Sebagai Bukti Telah 
Menempuh Dan Menjadi Lulusan Kedokteran Serta Surat Izin Praktik 
(Sip) Sebagai Bukti Yuridis Profesinya Untuk Melakukan Praktik 
Kedokteran Di Indonesia.  

c) Pasal 1 Angka (11) Uu Praktik Kedokteran: 
“Profesi Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Adalah Suatu Pekerjaan 
Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Yang Dilaksanakan Berdasarkan 
Suatu Keilmuan, Kompetensi Yang Diperoleh Melalui Pendidikan 
Yang Berjenjang, Dan Kode Etik Yang Bersifat Melayani Masyarakat” 
 
Pasal Ini Menjelaskan Bahwa Profesi Kedokteran Dilaksanakan 

Sesuai Ilmu Dan Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Dokter.  Sehingga Dalam 
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Praktiknya Melakukan Diagnosa Penyakit, Maka Dokter Melakukan 
Diagnosa Tersebut Sesuai Kapasitas Ilmu Dan Kompetensinya. Apabila 
Diagnosa Yang Ditemukan Melebihi Ilmu Dan Kompetensinya, Maka 
Dokter Tidak Diperbolehkan Melakukan Tindakan Medis Selanjutnya 
Dan Mengharuskan Untuk Merujuk Ke Dokter Lain Dengan Kapasitas 
Dan Kompetensi Yang Sesuai. 

d) Pasal 3 Uu Praktik Kedokteran:  
“Pengaturan Praktik Kedokteran Bertujuan Untuk: 

a. Memberikan Perlindungan Pada Pasien; 
b. Mempertahankan Dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis 

Yang Diberikan Oleh Dokter Dan Dokter Gigi; Dan 
c. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat, Dokter Dan 

Dokter Gigi.” 
 

 Dalam Penjelasan Pasal 3 Uu Praktik Kedokteran Maka Dapat 
Dikatakan Bahwa Praktik Kedokteran Telah Diatur Secara Yuridis Dalam 
Undang-Undang. Hal Ini Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatur 
Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan, Dan 
Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan Serta Memberikan Perlindungan 
Pada Pasien Dan Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat.  

e) Pasal 27 Uu Praktik Kedokteran: 
“Pendidikan Dan Pelatihan Kedokteran Atau Kedokteran Gigi, Untuk 
Memberikan Kompetensi Kepada Dokter Atau Dokter Gigi, 
Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran 
Atau Kedokteran Gigi” 

 
Dokter Diharuskan Untuk Selalu Menjaga Dan Meningkatkan 

Kualitasnya Lewat Pendidikan, Pelatihan Berkelanjutan, Registrasi, 
Sertifikasi, Lisensi. Dalam Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Dokter, 
Pemerintah Bekerja Sama Dengan Organisasi Profesi Kedokteran Tetap 
Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pemantauan Sehingga Praktik 
Kedokteran Dapat Selalu Berkembang Mengikuti Perkembangan Ilmu 
Pengetahuan Dan Teknologi.  

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dokter Harus Sesuai Dengan 
Standar Pendidikan Profesi Kedokteran. Dengan Dibentuk Standar 
Pendidikan Profesi Kedokteran, Maka Pemerintah Bertindak Untuk 
Mengakomodasi Dan Menjaga Terpenuhinya Kepentingan Masyarakat 
Dalam Pelayanan Kesehatan Lewat Pasal 27 Uu Praktik Kedokteran Ini. 
Pembentukan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Ini Juga Untuk 
Menjaga Kualitas Dari Dokter Sehingga Dituntut Mampu Menyesuaikan 
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Ada Seiring Berkembangnya 
Zaman. Dalam Menyusun Pembentukan Standar Pendidikan Profesi 
Kedokteran, Pemerintah Dibantu Dengan Konsil Kedokteran Indonesia.  

f) Pasal 29 Angka 1 Sampai 4 Uu Praktik Kedokteran: 

(1) “Setiap Dokter Dan Dokter Gigi Yang Melakukan Praktik Kedokteran 
Di Indonesia Wajib Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Surat 
Tanda Registrasi Dokter Gigi.  
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(2) Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Surat Tanda Registrasi Dokter 
Gigi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diterbitkan Oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia.  

(3) Untuk Memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Surat Tanda 
Registrasi Dokter Gigi Harus Memenuhi Persyaratan:  

a. Memiliki Ijazah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Atau 
Dokter Gigi Spesialis;  

b. Mempunyai Surat Pernyataan Telah Mengucapkan 
Sumpah/Janji Dokter Atau Dokter Gigi;  

c. Memiliki Surat Keterangan Sehat Fisik Dan Mental;  

d. Memiliki Sertifikat Kompetensi; Dan  

e. Membuat Pernyataan Akan Mematuhi Dan Melaksanakan 
Ketentuan Etika Profesi.  

(4) Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Surat Tanda Registrasi Dokter 
Gigi Berlaku Selama 5 (Lima) Tahun Dan Diregistrasi Ulang Setiap 5 
(Lima) Tahun Sekali Dengan Tetap Memenuhi Persyaratan 
Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Huruf C Dan Huruf D.” 

 

Pada Pasal 29 Ayat (1) Dapat Diartikan Bahwa Kewenangan Dokter 
Untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan Akan Diberikan Setelah Dokter 
Menempuh Pendidikan Dan Pelatihan Kedokteran Sesuai Dengan 
Bidang Keahliannya. Bidang Keahlian Yang Dimaksudkan Adalah Bidang 
Ilmu Pengetahuan Yang Telah Ditempuh Oleh Dokter Melalui Pendidikan 
Dan Pelatihannya Sehingga Dokter Mampu Melakukan Pelayanan 
Kesehatan Kepada Pasiennya Yang Selanjutnya Diwajibkan Untuk 
Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan Surat Izin Praktik Agar Dapat 
Melaksanakan Kewenangan Tersebut. 

Pasal 29 Ayat (2) Diartikan Bahwa Surat Tanda Registrasi Dokter 
Merupakan Hal Yang Penting Khususnya Dalam Melakukan Praktik 
Kedokteran. Surat Ini Menandakan Bahwa Dokter Telah Memenuhi 
Syarat-Syarat Dasar Yang Ditetapkan Oleh Kki Untuk Menjadi Seorang 
Dokter Dan Menjalankan Wewenang Profesinya Sesuai Dengan 
Pendidikan Dan Kompetensi Yang Telah Ditempuh Dokter.  

Pasal 29 Ayat (3) Diartikan Bahwa Dokter Harus Memenuhi 
Beberapa Persyaratan Untuk Mendapatkan Str. Syarat Yang Berkaitan 
Dengan Diagnosis Dijelaskan Pada Huruf A Dan D. Pasal 29 Ayat (3) 
Huruf A Dan D Menjelaskan Bahwa Str Diperoleh Khususnya Bagi Dokter 
Yang Telah Lulus Dari Pendidikan Kedokteran Dengan Dibuktikan 
Melalui Ijazah Yang Dimilikinya Serta Kompetensi Yang Dimilikinya. 
Sehingga, Dalam Praktiknya Nanti, Dokter Melakukan Diagnosa Sesuai 
Dengan Pendidikan Dan Kompetensinya Yang Telah Tercatat Di Kki Dan 
Dibuktikan Dengan Kepemilikian Str. 
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Pasal 29 Ayat (4) Diartikan Bahwa Untuk Menjaga Mutu Profesi 
Kedokteran, Pemerintah Menetapkan Bahwa Str Berlaku Setiap 5 (Lima) 
Tahun Dan Harus Dilakukan Registrasi Ulang Setelah Jangka Waktu 
Tersebut. Hal Ini Juga Memberikan Kesempatan Kepada Dokter Untuk 
Mendaftarkan Kembali Str Yang Dimilikinya Dengan Perkembangan Ilmu 
Dan Kompetensi Yang Telah Dilakukan Dokter Lewat Pendidikan Dan 
Pelatihan Profesi Sehingga Dokter Dapat Melakukan Lebih Banyak 
Diagnosa Penyakit Berdasarkan Tambahan Ilmu Dan Kompetensinya.  

g) Pasal 35 Ayat (1) Uu Praktik Kedokteran: 

(1) Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi 
Mempunyai Wewenang Melakukan Praktik Kedokteran Sesuai Dengan 
Pendidikan Dan Kompetensi Yang Dimiliki, Yang Terdiri Atas: 

a. Mewawancarai Pasien;  

b. Memeriksa Fisik Dan Mental Pasien;  

c. Menentukan Pemeriksaan Penunjang;  

d. Menegakkan Diagnosis;  

e. Menentukan Penatalaksanaan Dan Pengobatan Pasien;  

f. Melakukan Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran Gigi;  

g. Menulis Resep Obat Dan Alat Kesehatan;  

h. Menerbitkan Surat Keterangan Dokter Atau Dokter Gigi;  

i. Menyimpan Obat Dalam Jumlah Dan Jenis Yang Diizinkan; Dan  

j. Meracik Dan Menyerahkan Obat Kepada Pasien, Bagi Yang 
Praktik Di Daerah Terpencil Yang Tidak Ada Apotek.  

 

Dokter Yang Telah Memiliki Str Dianggap Telah Mendapatakan 
Wewenang Untuk Melakukan Praktik Kedokteran. Wewenang Yang 
Dimiliki Dokter Dapat Dikatakan Bahwa Dokter Diperbolehkan 
Melakukan Rangkaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan. Rangkaian 
Kegiatan Tersebut Tercantum Dari Huruf A Sampai Dengan Huruf J Pasal 
35 Ayat (1). Dalam Rangkaian Kegiatan Itu, Disebutkan Bahwa Diagnosis 
Merupakan Bagian Dari Wewenang Dokter. Artinya, Dengan Memiliki Str 
Maka Dokter Memiliki Wewenangnya Untuk Melakukan Diagnosis, 
Tetapi Belum Dapat Melakukan Praktik Kedokteran Apabila Dokter 
Belum Mendapatkan Surat Izin Praktik Yang Dikeluarkan Oleh 
Pemerintah.  

h) Pasal 36 Uu Praktik Kedokteran  

“Setiap Dokter Dan Dokter Gigi Yang Melakukan Praktik Kedokteran Di 
Indonesia Wajib Memiliki Surat Izin Praktik.” 
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Pasal Ini Dapat Diartikan Bahwa Dokter Diwajibkan Untuk Memiliki 
Surat Izin Praktik. Artinya, Kepemilikan Str Yang Telah Dimiliki Oleh 
Dokter Harus Didampingi Dengan Kepemilikan Sip Dalam Hal Melakukan 
Praktik Kedokteran. Hal Ini Dikarenakan Str Merupakan Bukti Bahwa 
Dokter Telah Terdaftar Dalam Kki Dan Telah Memenuhi Persyaratan 
Untuk Mendapatkan Dan Menjalankan Wewenangnya Sebagai Bagian 
Dari Profesi Kedokteran. 

i) Pasal 37 Uu Praktik Kedokteran:  

(1) Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36 Dikeluarkan 
Oleh Pejabat Kesehatan Yang Berwenang Di Kabupaten/Kota Tempat 
Praktik Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Dilaksanakan.  

(2) Surat Izin Praktik Dokter Atau Dokter Gigi Sebagaimana Dimaksud Pada 
Ayat (1) Hanya Diberikan Untuk Paling Banyak 3 (Tiga) Tempat.  

(3) Satu Surat Izin Praktik Hanya Berlaku Untuk 1 (Satu) Tempat Praktik. 

Surat Tanda Registrasi Dan Surat Izin Praktik Merupakan Peran 
Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 
Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Surat Izin Praktik 
Ini Menandakan Bahwa Dokter Berhak Melakukan Kewenangannya 
Sebagai Dokter Dan Berpraktik Di Fasilitas Kesehatan. Dengan Adanya 
Sip Serta Kepemilikan Str, Maka Dokter Dapat Melakukan Diagnosa 
Penyakit Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selama Kepemilikan Str, 
Dokter Diperbolehkan Untuk Melaksanakan Kewenangannya Tanpa 
Kepemilikan Sip Apabila Dalam Keadaan Darurat Untuk Menolong 
Pasien. 

j) Pasal 39 Uu Praktik Kedokteran 

“Praktik Kedokteran Diselenggarakan Berdasarkan Pada 
Kesepakatan Antara Dokter Atau Dokter Gigi Dengan Pasien Dalam 
Upaya Untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, 
Peningkatan Kesehatan, Pengobatan Penyakit Dan Pemulihan 
Kesehatan.” 

Hal Ini Merujuk Pada Perjanjian Teraupetik Yang Terlahir Dari 
Kesepakatan Antara Dokter Dengan Pasien Untuk Mengupayakan 
Penyembuhan Terhadap Penyakit Yang Diderita Oleh Pasien. 
Kesepakatan Akan Terjadi Apabila Pasien Setuju Atas Tindakan Yang 
Akan Dilakukan Oleh Dokter Kepada Pasien. Tentunya Akan Timbul Hak 
Dan Kewajiban Dokter Maupun Pasien Akibat Dari Kesepakatan Ini.  

k) Pasal 45 Uu Praktik Kedokteran: 

(1) Setiap Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Yang Akan 
Dilakukan Oleh Dokter Atau Dokter Gigi Terhadap Pasien Harus 
Mendapat Persetujuan.  

(2) Persetujuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diberikan Setelah 
Pasien Mendapat Penjelasan Secara Lengkap 
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(3) Penjelasan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Sekurang-
Kurangnya Mencakup:  

a. Diagnosis Dan Tata Cara Tindakan Medis;  

b. Tujuan Tindakan Medis Yang Dilakukan;  

c. Alternatif Tindakan Lain Dan Risikonya;  

d. Risiko Dan Komplikasi Yang Mungkin Terjadi; Dan  

e. Prognosis Terhadap Tindakan Yang Dilakukan.  

(4) Persetujuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dapat Diberikan 
Baik Secara Tertulis Maupun Lisan.  

(5) Setiap Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran Gigi Yang 
Mengandung Risiko Tinggi Harus Diberikan Dengan Persetujuan 
Tertulis Yang Ditandatangani Oleh Yang Berhak Memberikan 
Persetujuan. 

(6) Ketentuan Mengenai Tata Cara Persetujuan Tindakan Kedokteran 
Atau Kedokteran Gigi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Ayat 
(2), Ayat (3), Ayat (4), Dan Ayat (5) Diatur Dengan Peraturan 
Menteri. 

 

Pasal Ini Dapat Diartikan Bahwa Persetujuan Tindakan Dokter 
(Informed Consent) Oleh Pasien Merupakan Bagian Dari Pelayanan 
Kesehatan Yang Dilindungi Dengan Kepastian Hukum Sehingga Pasien 
Dapat Menerima Pelayanan Kesehatan Dengan Rasa Aman Dan Sebagai 
Pewujudan Hak Yang Dimiliki Oleh Pasien. Dalam Pasal Ini Dikatakan 
Bahwa Dokter Dianggap Sudah Memahami Kondisi Pasien Yang Dimulai 
Dari Tahapan Diagnosa, Tindakan Medis, Serta Resiko Dari Tindakan 
Medis Tersebut. Dengan Diberikan Persetujuan Secara Lisan Atau 
Tertulis Sehingga Dokter Dapat Melakukan Tindakan Medis Yang 
Diperlukan Pasien. 

l) Pasal 50, 51, 52, Dan 53 Uu Praktik Kedokteran 

Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien Timbul Akibat Dari 
Kesepakatan Yang Terbentuk. Ada Beberapa Hak Dan Kewajiban Dokter 
Mengenai Diagnosis Yaitu Diatur Dalam Pasal 50 Dan Pasal 51 Uu Praktik 
Kedokteran, Serta Kewajiban Dan Hak Pasien Yang Diatur Dalam Pasal 
52 Dan Pasal 53 Uu Praktik. 

Hak Dokter Berkaitan Dengan Diagnosa Pasal 50 Huruf B Dan C 
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yaitu:  

e. Memberikan Pelayanan Medis Menurut Standar Profesi Dan Standar 
Prosedur Operasional;  

f. Memperoleh Informasi Yang Lengkap Dan Jujur Dari Pasien Atau 
Keluarganya;   
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Kewajiban Dokter Berkaitan Dengan Diagnosa Diatur Dalam Pasal 51 

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 

f. Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan 
Standar Prosedur Operasional Serta Kebutuhan Medis Pasien 

g. Merujuk Pasien Ke Dokter Atau Dokter Gigi Lain Yang Mempunyai 
Keahlian Atau Kemampuan Yang Lebih Baik, Apabila Tidak Mampu 
Melakukan Suatu Pemeriksaan Atau Pengobatan;  

h. Merahasiakan Segala Sesuatu Yang Diketahuinya Tentang Pasien, 
Bahkan Juga Setelah Pasien Itu Meninggal Dunia;  

i. Melakukan Pertolongan Darurat Atas Dasar Perikemanusiaan, 
Kecuali Bila Ia Yakin Ada Orang Lain Yang Bertugas Dan Mampu 
Melakukannya; Dan  

j. Menambah Ilmu Pengetahuan Dan Mengikuti Perkembangan Ilmu 
Kedokteran Atau Kedokteran Gigi.  

 

Hak Pasien Yang Berkaitan Dengan Diagnos Diatur Dalam Pasal 52 
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yaitu:  

a. Mendapatkan Penjelasan Secara Lengkap Tentang Tindakan Medis 
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 45 Ayat (3);  

b. Meminta Pendapat Dokter Atau Dokter Gigi Lain;  

c.  Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Kebutuhan Medis;  

d. Menolak Tindakan Medis; Dan  

e. Mendapatkan Isi Rekam Medis. 

 

Kewajiban Pasien Berkaitan Dengan Diagnosa Diatur Dalam Pasal 53 
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 

d. Memberikan Informasi Yang Lengkap Dan Jujur Tentang Masalah 
Kesehatannya; 

e. Mematuhi Nasihat Dan Petunjuk Dokter Atau Dokter Gigi;  

f. Mematuhi Ketentuan Yang Berlaku Di Sarana Pelayanan Kesehatan; 

 

Dokter Memiliki Hak Untuk Pemberian Pelayan Medis Sesuai Dengan 
Standar Yang Berlaku. Hal Ini Juga Berkaitan Dengan Diagnosa 
Yangdilakukan Kepada Pasien Bahwa Diagnosa Tersebut Dilakukan 
Berdasarkan Standar Yang Berlaku. Serta Dalam Melakukan Diagnosa, 
Informasi Yang Diperoleh Dari Pasien Sangat Berpengaruh Dalam Aspek 
Diagnosa. Pengumpulan Informasi Ini Disebut Dengan Anamnesa Yang 
Merupakan Bentuk Pengumpulan Informasi Dari Pasien Dengan 
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Wawancara Langsung Atau Tidak Langsung Dan Dilanjutkan Dengan 
Pemeriksaan Penunjang Fisik. Oleh Karena Itu, Pasien Diharapkan 
Memberikan Informasi Yang Jujur Kepad Dokter Agar Dapat Diperoleh 
Diagnosa Yang Tepat Sehingga Tindakan Medis Yang Sesuai Dengan 
Diagnosa Dapat Dilakukan.  

Dalam Kewajiban Dokter, Diagnosa Yang Diperoleh Dilakukan Sesuai 
Standar. Apabila Dokter Memiliki Kompetensi Yang Tidak Sesuai Dengan 
Diagnosa Maka Dokter Diharuskan Untuk Merujuk Pasien Ke Dokter Lain 
Supaya Dapat Dilakukan Tindakan Medis Yang Sesuai. Informasi Yang 
Telah Diperoleh Dari Pasien, Wajib Dirahasiakan Oleh Dokter. Informasi 
Ini Dapat Diberitahukan Apabila Diperlukan Demi Kesehatan Pasien, 
Kepentingan Penyidikan Hukum, Permintaan Pasien, Dan/Ataupun 
Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang. Dalam Hal 
Keadaan Darurat, Dokter Diperbolehkan Melakukan Diagnosa Dan 
Tindakan Medis Apabila Tidak Ada Lagi Orang Disekitarnya Yang 
Memiliki Kompetensi Yang Sama. Kompetensi Yang Dimiliki Dokter 
Diharuskan Untuk Selalu Ditingkatkan Mengikuti Perkembangan Ilmu 
Pengetahuan Dan Teknologi Sehingga Dokter Mampu Menjaga Mutu 
Pelayanan Kesehatannya. 

b. Asas-Asas Hukum 
Undang-Undang Mengenai Kesehatan Diciptakan Berlandaskan Asas 

Pembangunan Kesehatan Yang Memberikan Arah Pembangunan Kesehatan 
Untuk Diperolehnya Pelayanan Kesehatan Yang Baik. Asas-Asas Tersebut Adalah 
Asas Perikemanusiaan, Asas Keseimbangan, Asas Manfaat, Asas Pelindungan, 
Asas Penghormatan, Asas Penghormatan Terhadap Hak Dan Kewajiban, 
Keadilan, Gender Dan Nondiskriminatif Dan Norma-Norma Agama. Dalam 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Bagian Penjelasan 
Pasal 2, Dijelaskan Bahwa: 
1) Asas Perikemanusiaan  

Asas Perikemanusiaan Mengartikan Bahwa Pembangunan 
Kesehatan Harus Dilandasi Atas Perikemanusiaan Yang Berdasarkan Pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Tidak Membedakan Golongan Agama 
Dan Bangsa. Berkaitan Dengan Diagnosa Sebagai Bagian Dari Pelayanan 
Kesehatan, Dokter Harus Melakukan Pelayanan Kesehatan Berlandaskan 
Rasa Kemanusiaan. Artinya, Dokter Tidak Melakukan Pelayanan Kesehatan 
Berdasarkan Kepentingan Materi. Hal Ini Juga Merupakan Kewajiban Dari 
Profesi Kedokteran Untuk Berfokus Pada Kesehatan Dan Keselamatan 
Pasien. 

2) Asas Keseimbangan  
Asas Keseimbangan Mengartikan Bahwa Pembangunan Kesehatan 

Harus Dilaksanakan Antara Kepentingan Individu Dan Masyarakat, Antara 
Fisik Dan Mental, Serta Antara Material Dan Spiritual. Dalam Melakukan 
Diagnosa Dalam Rangkaian Kegiatan Medis, Dokter Harus Memperhatikan 
Mengenai Kepentingannya. Dokter Mempunyai Kepentingan Dalam 
Mengupayakan Kesehatan Pasien Serta Memiliki Hak Untuk Mendapatkan 
Imbalan Jasa Dari Pasien. Namun, Bukan Berarti Pasien Diharuskan Untuk 
Memberikan Imbalan Jasa. Dalam Kondisi Darurat, Dokter Sebagai 
Profesinya Harus Ikhlas Dalam Membantu Kesehatan Pasien Tanpa 



JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN 
ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 1 |  No. 1 | Agustus 2020 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk 20 

 

Mengharapkan Imbalan Jasa. Sehingga Dokter Perlu Keseimbangan Antara 
Kepentingan Individu Dan Masyrakat, Fisik Dan Mental, Serta Material 
Maupun Spiritual. 

3) Asas Manfaat  
Asas Manfaat Mengartikan Bahwa Pembangunan Kesehatan Harus 

Memberikan Manfaat Yang Sebesar-Besarnya Bagi Kemanausiaan Dan 
Perikehidupan Yang Sehat Bagi Setiap Warga Negara. Diagnosa Yang 
Dilakukan Oleh Dokter Ditujukan Supaya Dapat Melakukan Tindakan Medis 
Yang Tepat Untuk Pasien. Tindakan Medis Yang Tepat Dapat Memberikan 
Kesembuhan Pada Pasien. Artinya, Diagnosa Yang Dilakukan Harus 
Memberikan Manfaat Pada Kesehatan Pasien. 

4) Asas Pelindungan  
Asas Pelindungan Mengartikan Bahwa Pembangunan Kesehatan 

Harus Dapat Memberikan Pelindungan Dan Kepastian Hukum Kepada 
Pemberi Dan Penerima Pelayanan Kesehatan. Diagnosa Yang Dilakukan 
Dokter Telah Ditetapkan Dalam Undang-Undang Sehingga Dokter Yang 
Menjalankan Diagnosa Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Dapat 
Dilindungi Secara Hukum. Selain Dokter, Pasien Juga Menerima Pelindungan 
Tersebut Dengan Adanya Kepastian Hukum Mengenai Diagnosa Yang 
Dilakukan Oleh Dokter. 

5) Asas Penghormatan Terhadap Hak Dan Kewajiban  
Pembangunan Kesehatan Dengan Menghormati Hak Dan Kewajiban 

Masyarakat Sebagai Bentuk Kesamaan Kedudukan Hukum. Diagnosa Yang 
Dilakukan Dokter Merupakan Hak Dan Kewajiban Dokter Dalam Hal 
Pelayanan Kesehatan. Dokter Memiliki Kewajiban Untuk Melaksanakan 
Diagnosa Dan Tindakan Medis Serta Memiliki Hak Atas Balas Jasa Dari 
Pasien. Pasien Memiliki Kewajiban Untuk Memberikaninformasi 
Kesehatannya Sehingga Dapat Membantu Dokter Dalam Menentukan 
Diagnosa Dan Tindakan Medis Terhadap Pasien Dan Pasien Berhak 
Mengetahui Hasil Diagnosa Dan Tindakan Medis Selanjutnya. 

6) Asas Keadilan 
Asas Keadilan Berarti Bahwa Penyelenggaraan Kesehatan Harus 

Dapat Memberikan Pelayanan Yang Adil Dan Merata Kepada Semua Lapisan 
Masyarakat Dengan Pembiayaan Yang Terjangkau. Dalam Hal Pelayanan 
Kesehatan, Hal Ini Diperlukan Supaya Masyarakat Dapat Menerima 
Pelayanan Kesehatan. Contohnya Seperti Pelaksanaan Bpjs Oleh 
Pemerintah. Dengan Bpjs Ini Diharapkan Semua Masyarakat Dapat 
Menerima Pelayanan Kesehatan. 

7) Asas Gender Dan Nondiskriminatif 
Asas Gender Dan Nondiskriminatif Berarti Bahwa Pembangunan 

Kesehatan Tidak Membedakan Perlakuan Terhadap Perempuan Dan Laki-
Laki. Dalam Hal Diagnosa, Dokter Tidak Membeda-Bedakan Perlakuannya 
Terhadap Gender Maupun Ras Dari Pasiennya. Diagnosa Yang Dilakukan 
Oleh Dokter Tetap Merujuk Pada Spo Dan Kompetensi Yang Dimilikinya. 

8) Asas Norma Agama 
Asas Norma Agama Berarti Pembangunan Kesehatan Harus 

Memperhatikan Dan Menghormati Serta Tidak Membedakan Agama Yang 
Dianut Masyarakat. Dalam Hal Diagnosa, Dokter Tidak Membeda-Bedakan 
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Perlakuannya Terhadap Agama Yang Dianut Pasiennya. Diagnosa Yang 
Dilakukan Oleh Dokter Tetap Merujuk Pada Spo Dan Kompetensi Yang 
Dimilikinya. 

c. Bentuk Ketentuan Teknis Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan  
Berdasarkan Penjelasan Pada Bagian Dasar Hukum Mengenai Uud1945, Uu 

Kesehatan Dan Uu Praktik Kedokteran, Diagnosis Merupakan Bagian Dari 
Rangkaian Praktik Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan. Ketentuan Teknis 
Mengenai Praktik Kedokteran Diatur Dalam Beberapa Peraturan Menteri 
Kesehatan Sebagai Berikut:  
1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 
Peraturan Ini Dibuat Untuk Mengatur Izin Praktik Dan Pelaksanaan 

Praktik Kedokteran Dan Berkaitan Dengan Proses Diagnosa Dokter. 
Pengaturan Ini Mengatur Tentang Kewenangan Dokter Yang Memiliki Sip. 
Ketentuan Mengenai Pelaksaanaan Praktik Kedokteran Diatur Dalam Pasal 
20 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik 
Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Yang Menjelaskan Bahwa: 

“Dokter Dan Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Sip Berwenang Untuk 
Menyelenggarakan Praktik Kedokteran, Yang Meliputi Antara Lain: 

(a) Mewawancarai Pasien  
(b) Memeriksa Fisik Dan Mental Pasien; 
(c) Menentukan Pemeriksaan Penunjang; 
(d) Menegakkan Diagnosis; 
(e) Menentukan Penatalaksanaan Dan Pengobatan 

Pasien;Melakukan Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran Gigi; 
(f) Menulis Resep Obat Dan Alat Kesehatan;  
(g) Menerbitkan Surat Keterangan Dokter Atau Dokter Gigi; 
(h) Menyimpan Dan Memberikan Obat Dalam Jumlah Dan Jenis 

Yang Sesuai Dengan Standar; Dan 
(i) Meracik Dan Menyerahkan Obat Kepada Pasien, Bagi Yang  

Praktik Di Daerah Terpencil Yang Tidak Ada Apotek. 
 

Ketentuan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Mengenai Sip Sama 
Dengan Str. Hal Ini Dapat Dilihat Dalam Pasal 35 Angka 1 Uu Praktik 
Kedokteran. Dapat Disimpulkan Bahwa Dokter Yang Memiliki Str Dan Sip 
Diperbolehkan Untuk Melakukan Praktik Kedokteran. Apabila, Str Yang 
Dimiliki Dokter Dicabut Oleh Kki Maka Sip Dianggap Tidak Berlaku Sehingga 
Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Praktik Kedokteran Karena Str 
Merupakan Syarat Untuk Membuat Sip. Str Dan Sip Menjadi Prasyarat Bagi 
Dokter Untuk Memiliki Kewenangan Dalam Menjalankan Praktik 
Kedokteran. Apabila Str Dan Sip Yang Dimiliki Dokter Telah Dicabut, Maka 
Meskipun Telah Menempuh Jenjang Pendidikan Profesi, Dokter Tidak 
Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Diagnosis Penyakit Sebagai Bagian 
Dari Praktik Kedokteran. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Kedokteran 

Peraturan Ini Mengatur Mengenai Pembuatan Standar Pelayanan 
Kedokteran Oleh Pemerintah Yang Terdiri Dari Penyusunan Standar 



JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN 
ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 1 |  No. 1 | Agustus 2020 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk 22 

 

Pelayanan Kesehatan Berupa Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan 
(Pnpk) Dan Penyusunan Standar Prosedur Operasional (Sop).  

Dalam Melakukan Praktik Kedokteran, Seorang Dokter Harus 
Mengikuti Standar Pelayanan Yang Telah Dibuat Oleh Pemerintah Dalam 
Wujud Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Kedokteran. Hal Ini Bertujuan Untuk Memberikan Jaminan 
Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Dan Mempertahankan Serta 
Meningkatkan Mutu Dari Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Dokter. 
Standar Pelayanan Kesehatan Meliputi Pedoman Nasional Pelayanan 
Kesehatan (Pnpk) Dan Standar Prosedur Operasional (Spo). Pnpk Dibuat 
Oleh Organisasi Profesi Yang Disahkan Oleh Menteri Dan Bersifat Nasional 
Sedangkan Spo Dibuat Oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan.  

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Dijelaskan Pada Pasal 4 
Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Kedokteran: 
(1) Standar Pelayanan Kedokteran Disusun Secara Sistematis Dengan 

Menggunakan Pilihan Pendekatan:  
(a) Pengelolaan Penyakit Dalam Kondisi Tunggal, Yaitu Tanpa 

Penyakit Lain Atau Komplikasi;  
(b) Pengelolaan Berdasarkan Kondisi 

 
Pasal 4 Angka 1 Tersebut Menjadi Landasan Penyusunan Pnpk Dan 

Pnpk Menjadi Acuan Dalam Pembuatan Spo. Penyusunan Pnpk Diatur Dalam 
Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Kedokteran Yaitu: 

“Penyusunan Pnpk Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (2) 
Dilakukan Untuk Penyakit Atau Kondisi Yang Memenuhi Satu Atau 
Lebih Kriteria Sebagai Berikut: 
(a) Penyakit Atau Kondisi Yang Paling Sering Atau Banyak 

Terjadi;Penyakit Atau Kondisi Yang Memiliki Risiko Tinggi;  
(b) Penyakit Atau Kondisi Yang Memerlukan Biaya Tinggi; 
(c) Penyakit Atau Kondisi Yang Terdapat Variasi/Keragaman Dalam 

Pengelolaannya. 
Penyusunan Spo Diatur Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Yaitu: 
(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wajib Memprakarsai 

Penyusunan Spo Sesuai Dengan Jenis Dan Strata Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Yang Dipimpinnya. 

(2) Pnpk Harus Dijadikan Acuan Pada Penyusunan Spo Di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan. 

(3) Spo Harus Dijadikan Panduan Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan Di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan 
Kesehatan.  

(4) Spo Disusun Dalam Bentuk Panduan Praktik Klinis (Clinical Practice 
Guidelines) Yang Dapat Dilengkapi Dengan Alur Klinis (Clinical 
Pathway),Algoritme, Protokol, Prosedur Atau Standing Order.  

(5) Panduan Praktik Klinis Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Harus 
Memuat Sekurang-Kurangnya Mengenai Pengertian, Anamnesis, 
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Pemeriksaan Fisik, Kriteria Diagnosis, Diagnosis Banding, Pemeriksaan 
Penunjang, Terapi, Edukasi, Prognosis Dan Kepustakaan. 
 
Dari Permenkes Tersebut, Kaitannya Dengan Kewenangan Dokter 

Melakukan Diagnosa Yaitu Dokter Wajib Melakukan Diagnosa Sesuai 
Dengan Spo Yang Berlaku Di Di Fasilitas Kesehatan Sekunder Dan Tersier 
Maupun Yang Telah Diatur Dalam Undang-Undang Untuk Fasilitas 
Kesehatan Primer. Pembentukan Spo Diprakarsai Oleh Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Yang Disusun Dengan Bentuk Panduan Praktis Klinis. Panduan 
Praktik Klinis Tidak Hanya Dibuat Oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tetapi 
Juga Dibuat Oleh Pemerintah Dilihat Dengan Dibuatnya Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Klinis 
Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang 
Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 

Peraturan Ini Dibuat Sebagai Panduan Bagi Dokter Yang Melakukan 
Praktik Kedokteran Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer Adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang 
Memberikan Layanan Kesehatan Dasar Seperti Puskesmas, Klinik, Maupun 
Praktek Dokter Umum. Panduan Ini Dijadikan Sebagai Pedoman Baku 
Minimum Untuk Dokter Dalam Melakukan Diagnosis Penyakit. Panduan 
Praktik Klinis Yang Dibuat Dalam Peraturan Ini Dapat Digunakan Sebagai 
Acuan Kepada Fasilitas Kesehatan Sekunder Dan Tersier Seperti Rsud, Rsup 
Maupun Rumah Sakit Swasta Untuk Membuat Spo Dalam Bentuk Panduan 
Praktik Klinis Sesuai Dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Mengenai Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer, Sekunder, Dan Tersier Telah Diatur Dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 394 Tahun 2009 
Tentang Sistem Kesehatan Nasional. 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 
2014 Tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Primer, Panduan Praktik Klinis Dijelaskan Secara Struktural Mulai Dari Judul 
Penyakit, Masalah Kesehatan, Hasil Anamnesis (Subjective), Hasil 
Pemeriksaan Fisik Dan Pemeriksaan Penunjang Sederhana (Objective), 
Penegakan Diagnosis (Assessment), Rencana Penatalaksanaan 
Komprehensif (Plan), Sarana Prasarana, Dan Prognosis. Hal Ini Diterapkan 
Agar Memudahkan Dokter Dalam Mempelajari Panduan Praktik Klinis 
Tersebut Khususnya Untuk Dokter Yang Melakukan Praktik Kedokteran 
Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 

Pasien Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Informasi Terkait Dengan 
Tindakan Kedokteran Yang Akan Dilakukan Kepada Pasien Dan Dokter 
Berkewajiban Untuk Memberitahukan Informasi Dan Mendapatkan 
Persetujuan Pasien. Pasien Dianggap Berkompeten Dalam Memberikan 
Persetujuan Apabila Pasien Sudah Dianggap Dewasa Menurut Undang-
Undang, Mampu Berkomunikasi Dengan Wajar, Dan Tidak Memiliki 
Gangguan Terhadap Kesadaran Fisik Maupun Mental. Persetujuan Ini Tidak 
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Diperlukan Apabila Kondisi Sedang Gawat Darurat Dan Dokter Perlu 
Melakukan Tindakan Kedokteran Untuk Menyelamatkan Jiwa Atau 
Mencegah Kecacatan Pasien.  

Pemberian Persetujuan Tidak Mengartikan Bahwa Dokter Lepas Dari 
Tanggungjawab Hukum. Hal Ini Berdasarkan Pasal 6 Yang Menjelaskan 
Bahwa: 

“Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran Tidak Menghapuskan 
Tanggung Gugat Hukum Dalam Hal Terbukti Adanya Kelalaian Dalam 
Melakukan Tindakan Kedokteran Yang Mengakibatkan Kerugian 
Pada Pasien.” 
 
Tentunya Hal Ini Menjadi Penting Mengingat Diagnosis Merupakan 

Tindakan Kedokteran Dan Merupakan Informasi Yang Harus Disampaikan 
Kepada Pasien Untuk Meminta Persetujuan Yang Selanjutnya Akan 
Dilakukan Tindakan Medis Berdasarkan Diagnosis Yang Telah Dibuat. Hal Ini 
Dikarenakan Persetujuan Yang Diberikan Dokter Kepada Pasien Adalah 
Persetujuan Terkait Pelaksanaan Dokter Dalam Melakukan Tindakan 
Kedokteran. Dalam Pasal 17 Dijelaskan Bahwa: 

(1) Pelaksanaan Tindakan Kedokteran Yang Telah Mendapat 
Persetujuan Menjadi Tanggungjawab Dokter Atau Dokter Gigi 
Yang Melakukan Tindakan Kedokteran. 

(2) Sarana Pelayanan Kesehatan Bertanggungjawab Atas 
Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

 
Artinya, Setelah Pemberian Informasi Terkait Dengan Diagnosis Dan 

Tindakan Medis Yang Akan Dilakukan, Dokter Dan Rumah Sakit 
Bertanggungjawab Untuk Melaksanakan Tindakan Kedokteran Atau Tindakan 
Medik Jika Pasien Telah Memberikan Persetujuan. 

d. Tujuan Ketentuan Hukum Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan 

Tujuan Dibuatnya Ketentuan Hukum Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan 
Kesehatan Yaitu Untuk Merealisasikan Pembangunan Kesehatan Untuk 
Mewujudkan Kesehatan Masyarakat Yang Optimal Karena Kesehatan 
Merupakan Hak Asasi Manusia Dan Merupakan Unsur Kesehjateraan Umum. 
Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesehatan, Maka Diperlukan 
Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Menjadi Inti Dalam Penyelenggaraan 
Upaya Kesehatan.  

Keahlian Dan Kewenangan Yang Dimiliki Dokter Dalam Penyelenggaraan 
Praktik Kedokteran Harus Selalu Mendapat Peningkatan Mutu Lewat 
Pendidikan, Pelatihan Berkelanjutan, Sertifikasi, Registrasi Dan Lisensi. Untuk 
Menjaga Mutu Upaya Kesehatan, Diperlukan Pembinaan, Pengawasan, Dan 
Pemantau Oleh Pemerintah Dan Organisasi Profesi. Hal-Hal Tersebut Diperlukan 
Untuk Menjaga Mutu Dari Praktik Kedokteran Sehingga Dokter Mampu 
Meminimalisir Kesalahan Dalam Mendiagnosa Suatu Penyakit.  

2. Tanggungjawab Hukum Kesalahan Diagnosis Dalam Pelayanan Kesehatan 
a. Dasar Hukum Pertanggungjawaban 
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Tanggungjawab Merupakan Suatu Keadaan Wajib Untuk Menanggung 
Suatu Hal. Pertanggungjawaban Hukum Secara Teori (Legal Responsibility) Yaitu 
Suatu Kewajiban Seseorang Untuk Dihukum, Membayar Kompensasi, Atau 
Bentuk Hukum Lainnya Serta Untuk Memenuhi Kewajiban Moral. 

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Dilihat Dengan Atribusinya. Terdapat 
Tiga Hal Dasar Mengenai Atribusi Pertanggungjawaban Yaitu Perbuatan Orang 
Tersebut, Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Hasilnya, Dan Kesalahan 
Hukum Yang Dapat Dituntut Pada Orang Tersebut. Berdasarkan Atribusi 
Tersebut Maka Terdapat Tiga Bentuk Pertanggungjawaban Secara Hukum Yaitu: 
1) Tanggungjawab Pidana 

Mengenai Pertanggungjawab Tekait Perbuatan Seseorang, Pasal 1 
Angka 1 Kuhpidana Menegaskan Bahwa:  
“Suatu Perbuatan Tidak Dapat Dipidana, Kecuali Berdasarkan Kekuatan 
Ketentuan Perundang-Undang Yang Telah Ada.”  
 

Pasal Tersebut Dipahami Sebagai Asas Legalitas Yang Digunakan 
Untuk Mengukur Perbuatan Seseorang Apakah Perbuatan Itu Merupakan 
Perbuatan Yang Mutlak Harus Diberikan Sanksi Pidana Atau Memiliki Alasan 
Pembenar Dan/Atau Alasan Pemaaf. Berkaitan Dengan Kesalahan Diagnosa, 
Maka Perlu Dicari Apakah Kesalahan Diagnosa Telah Diatur Dalam 
Perundang-Undangan Atau Tidak Sehingga Kesalahan Tersebut Dapat 
Dipidanakan. 

Dokter Dapat Dituntut Pertanggungjawaban Secara Pidana 
Berdasarkan Pasal 66 Angka 3 Bahwa Pengaduan Sebagaimana Dimaksud 
Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Tidak Menghilangkan Hak Setiap Orang Untuk 
Melaporkan Adanya Dugaan Tindak Pidana Kepada Pihak Yang Berwenang 
Dan/Atau Menggugat Kerugian Perdata Ke Pengadilan.  

Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Dalam Kuhpidana 
Diatur Mengenai Kewajiban Memberikan Pertolongan (Pasal 304 Kuhp); 
Kelalaian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Pasal 359 Kuhp); 
Tindakan Yang Menyebabkan Luka Berat (Pasal 360 Kuhp); Jika Tindakan 
Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Pasal 361 Kuhp); Keadaan Darurat 
Berkaitan Dengan Keselamatan Jiwa (Pasal 531 Kuhp).   

Dalam Pasal-Pasal Kuhpidana Tersebut, Dapat Diketahui Bahwa 
Tidak Ada Pasal Yang Membicarakan Mengenai Kesalahan Diagnosa. 
Kesalahan Diagnosa Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Akibat 
Dari Kesalahan Tersebut. Merujuk Pada Teori Kesalahan Dalam Hukum 
Pidana, Diketahui Bahwa Kesalahan Dalam Hukum Pidana Diartikan Sebagai 
Suatu Perbuatan Yang Memenuhi Aspek Kesengajaan (Dolus) Dan/Atau 
Kealpaan Atau Kelalaian (Negligence Atau Culpa). Dalam Konteks Kesalahan 
Diagnosis Maka Dapat Diartikan Bahwa Dokter Melakukan Perbuatan 
Kealpaan Atau Kelalaian (Negligence Atau Culpa) Tetapi Juga Tidak Menutup 
Kemungkinan Perbuatan Tersebut Memenuhi Aspek Kesengajaan (Dolus). 

 Artinya, Kesalahan Diagnosa Dapat Dipertanggungjawabkan Secara 
Pidana Karena Memenuhi Unsur Kesalanan Dalam Bentuk Kelalaian. Dalam 
Kuhpidana, Pasal Yang Berkaitan Dengan  Kelalaian Yaitu: 
a) Pasal 359 Kuhpidana 
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“Barangsiapa Karena Kesalahannya (Kealpannya) Menyebabkan Orang 
Lain Mati, Diancam Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun Atau Pidana 
Kurungan Paling Lama Satu Tahun.” 

 
b) Pasal 360 Kuhpidana 

“(1) Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan 
Orang Lain Mendapat Luka-Luka Berat, Diancam Dengan Pidana Penjara 
Paling Lama Lima Tahun Atau Pidana Kurungan Paling Lama Satu Tahun.  
(2) Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan 
Orang Lain Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau 
Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu 
Tertentu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Bulan 
Atau Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan Atau Pidana Denda 
Paling Tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.” 

 
Kesalahan Diagnosa Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana 

Apabila Kesalahan Tersebut Menyebabkan Kematian (Pasal 359 Kuhp) 
Dan/Atau Menyebabkan Luka-Luka Berat Yang Mengakibatkan Timbulnya 
Halangan Bagi Pasien Untuk Melakukan Pekerjaannya (Pasal 360). 

Selain Kuhpidana, Ketentuan Mengenai Pertanggungjawaban 
Pidana Juga Diatur Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran. Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Dikarenakan Dengan Sengaja Tidak Mengikuti Kewajibannya Seperti Yang 
Dicantumkan Dalam Pasal 51 Huruf A Sampai E Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Maka Dapat Dipidana.  

Pertanggungjawaban Pidana Ini Diatur Dalam Undang-Undang No. 
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yaitu: 
a) Pasal 75 Ayat (1) Uu Praktik Kedokteran 

“Setiap Dokter Atau Dokter Gigi Yang Dengan Sengaja Melakukan 
Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) Dipidana Dengan Pidana Penjara 
Paling Lama 3 (Tiga) Tahun Atau Denda Paling Banyak Rp 
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).” 
 

Pasal Ini Berkaitan Dengan Kesalahan Diagnosa Apabila Dokter Saat 
Melakukan Kesalahan Diagnosa Tersebut Terbukti Tidak Memiliki Str 
Maka Dapat Dikenakan Pasal 75 Ayat (1). 

b) Pasal 76 Uu Praktik Kedokteran 
“Setiap Dokter Atau Dokter Gigi Yang Dengan Sengaja Melakukan 
Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 36 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 
3 (Tiga) Tahun Atau Denda Paling Banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus 
Juta Rupiah).” 
 

Pasal Ini Berkaitan Dengan Kesalahan Diagnosa Apabila Dokter Saat 
Melakukan Kesalahan Diagnosa Tersebut Terbukti Tidak Memiliki Sip 
Maka Dapat Dikenakan Pasal 76. 

c) Pasal 79 Uu Praktik Kedokteran 
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“Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu Tahun) Atau 
Denda Paling Banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Setiap 
Dokter Atau Dokter Gigi Yang: 

a. Dengan Sengaja Tidak Memasang Papan Nama Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 41 Ayat (1);  

b. Dengan Sengaja Tidak Membuat Rekam Medis Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1); Atau  

c. Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajiban Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 51 Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, 
Atau Huruf E.” 

Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Dan Pasal 79 Uu Praktik Kedokteran 
Hanya Berlaku Jika Dokter “Dengan Sengaja” (Met Opzet) Melakukan 
Pelanggaran, Artinya Perbuatan Tersebut Memang Dikehendaki Dan 
Diketahui (Willen En Weten) Oleh Dokter Sehingga Penuntutan 
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Karena Kesalahan Diagnosis Akan Sulit 
Dilakukan Karena Diperlukan Ketelitian Dan Bukti Yang Cukup. Sehingga 
Dapat Dikatakan Bahwa Dokter Yang Dengan Sengaja Tetap Memberikan 
Pelayanan Medis (Diagnosis) Tetapi Tidak Memiliki Keahlian Dan 
Kemampuan Yang Sesuai Dengan Bidangnya Barulah Dapat Dipidana 
Merujuk Pada Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dokter Pada Pasal 51 
Huruf A, B, Dan E Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran.  

Secara Teori Kesengajaan Dokter Tersebut Sesuai Dengan Teori 
Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (Dolus Eventualis) Bahwa Ada 
Kemungkinan Bahwa Diagnosis Yang Dilakukannya Tidak Tepat Karena 
Kurangnya Keahlian Dan Kemampuan Dokter Tetapi Tetap Melanjutkan 
Sampai Tahap Tindakan Medis Kepada Pasien.  

Dengan Adanya Aturan Perundang-Undangan Terkait Dengan 
Kesalahan Diagnosa, Maka Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Dapat Dituntut Pertanggungjawaban Pidana Karena Perbuatan Tersebut 
Telah Diatur Dalam Undang-Undang Dan Memenuhi Asas Legalitas Yang 
Telah Tercantum Dalam Pasal 1 Angka 1 Kuhpidana. 

2) Tanggungjawab Perdata 
Selain Kuhpidana, Kuhperdata Juga Mengatur Mengenai 

Pertanggungjawaban. Seorang Dokter Dapat Dikatakan Berhasil Dalam 
Menetapkan Diagnosis Yang Tepat Pada Pasien Sangatlah Bergantung Pada 
Pengetahuan, Kemampuan, Dan Pengalaman Yang Dimilikinya. Dapat 
Dikatakan Bahwa Melakukan Diagnosis Kepada Pasien Tidaklah Mudah 
Karena. Tidak Tepatnya Diagnosis Yang Telah Ditentukan Oleh Dokter Dapat 
Mempengaruhi Keputusan Dokter Dalam Menentukan Tindakan Medis Yang 
Dapat Mengakibatkan Kerugian Materil Dan/Ataupun Immateril Bagi Pasien. 
Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kesalahan Diagnosis Dokter Dapat 
Dilihat Pada Pasal 77 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan Menjelaskan Bahwa: 

“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Merasa Dirugikan 
Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Dari Tenaga Kesehatan Dapat 
Meminta Rugi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”  
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Selain Itu Pada Pasal 58 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan, Yang Menjelaskan Bahwa: 

“Setiap Orang Berhak Menuntut Ganti Rugi Terhadap Seseorang, 
Tenaga Kesehatan, Dan/Atau Penyelenggara.” 
 
Pasal 1365, Pasal 1366, Dan Pasal 1367 Kuhperdata Memiliki Peran 

Penting Dalam Pertanggungjawaban Atas Kerugian. Akan Tetapi Konsep 
Mengenai Wanprestasi Tidak Dapat Dituntut Pada Dokter Dalam Hal 
Kesalahan Diagnosis. Hal Ini Dikarenakan Perjanjian Teraupetik Antara 
Dokter Dengan Pasien Merupakan Bagian Dari Perjanjian Berdasarkan 
Upaya (Ispanning Verbintennis) Bukan Perjanjian Berdasarkan Hasil 
(Resultate Verbintennis). Sehingga, Penuntutan Pertanggungjawaban Atas 
Hasil Ada Atau Tidaknya Kesembuhan Pada Pasien Tidak Bisa Dilakukan, 
Tetapi Penuntutan Dapat Dilakukan Berdasarkan Kesalahan Tindakan 
Kedokteran Yang Termasuk Dalam Upaya Dokter Terhadap Kesembuhan 
Pasien Sesuai Dengan Perjanjian (Ispanning Verbintennis). 

3) Tanggungjawab Administrasi 
Berkaitan Dengan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Dokter Dalam 

Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan, Maka 
Pertanggungjawaban Yang Dimiliki Oleh Dokter Juga Diatur Dalam Hukum 
Administrasi Negara. Hal Ini Dilandaskan Pada Pasal 188 Angka 1 Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Uu Kesehatan) Yang 
Menjelaskan Bahwa: 
“Menteri Dapat Mengambil Tindakan Administratif Terhadap Tenaga 
Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melanggar Ketentuan 
Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Ini.” 
 

Perlu Diingat Kembali Bahwa Dokter Diizinkan Untuk Melakukan Praktik 
Kedokteran Apabila Telah Mengantongi Surat Tanda Registrasi (Str) Dan 
Surat Izin Praktik (Sip) Yang Dibuat Oleh Pemerintah Dengan Bantuan 
Organisasi Profesi Kedokteran. Artinya, Untuk Melakukan Diagnosa, Dokter 
Membutuhkan Str Maupun Sip Yang Menjadi Prasyarat Dokter Dalam 
Melakukan Kewenangan Mendiagnosa Penyakit. 

b. Subjek Dan Objek Pertanggungjawaban 
Subjek Hukum Dibagi Menjadi Dua Bentuk Yaitu Orang (Natuurlijk Persoon) 

Dan Badan Hukum (Recht Persoon). Subjek Pertanggungjawaban Haruslah 
Dilihat Berdasarkan Kasusnya. Subjek Yang Dipertanggungjawabkan Adalah 
Dokter. Apabila Dokter Tersebut Bekerja Dibawah Naungan Penyelenggara 
(Misal: Rumah Sakit Swasta Atau Rumah Sakit Milik Negara) Maka Subjek 
Pertanggungjawaban Menjadi Dokter (Natuurlijk Persoon) Dan Rumah Sakit 
(Recht Persoon). Penentuan Subjek Pertanggungjawaban Ini Dilandaskan Pada 
Pasal 1365, Pasal 1367, Dan Pasal 1367 Kuhperdata. Selain Kuhperdata, Subjek 
Pertanggungjawaban Juga Didasari Pada Pasal 188 Angka 1 Undang-Undang No. 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Objek Pertanggungjawaban Yaitu Tindakan Dokter Dalam Pelayanan 
Kesehatan Pada Pasien Dalam Bentuk Kesalahan Diagnosis. Hal Ini Didasari 
Bahwa Kesalahan Diagnosis Merupakan Bagian Dari Tindakan Kedokteran 
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Seperti Yang Diatur Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 
2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

c. Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Terkait Dengan Kesalahan Diagnosis 
Dalam Melakukan Profesinya, Dokter Mempunyai Tanggungjawab Profesi. 

Tanggungjawab Ini Timbul Karena Adanya Hubungan Hukum Antara Dokter Dan 
Pasien Atas Perjanjian Teraupetik Dan Tanggung Jawab Yang Timbul Atas 
Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Dokter. Tanggungjawab Yang Dimiliki Oleh 
Dokter Merupakan Tanggungjawab Liability Yang Mengartikan Bahwa 
Tanggungjawab Dokter Merupakan Tanggungjawab Atas Konsekuensi Dari 
Kesalahan Atau Kegagalan Dokter Dalam Melakukan Kewajibannya Atau Tidak 
Dapat Memenuhi Suatu Standar Yang Telah Ditetapkan. Oleh Karena Itu, 
Tindakan Dokter Yang Melawan Hukum Dan Tidak Dilakukan Sesuai Standar 
Yang Ada Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana, Perdata, Maupun 
Adminsitratif.  

Perlu Ditekankan Kembali Bahwa Tidak Tepatnya Diagnosis Yang Telah 
Ditentukan Oleh Dokter Dapat Mempengaruhi Keputusan Dokter Dalam 
Menentukan Tindakan Medis Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Materil 
Dan/Ataupun Immateril Bagi Pasien. Artinya, Kesalahan Diagnosis Dapat 
Dipertanggungjawabkan Apabila Kesalahan Diagnosis Tersebut Mempengaruhi 
Tindakan Medis Yang Hasilnya Merugikan Pasien. Hal Ini Dikarenakan Diagnosis 
Merupakan Rangkaian Kegiatan Dokter Dalam Berpraktik. Seperti Yang 
Dijelaskan Dalam Pasal 1 Angka 1 Uu Praktik Kedokteran Bahwa, Praktik 
Kedokteran Adalah Rangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Dokter Dan Dokter 
Gigi Terhadap Pasien Dalam Melaksanakan Upaya Kesehatan. Dokter Yang 
Melakukan Kesalahan Diagnosis Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Dalam 
Tiga Bentuk Yaitu: 
1) Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.  

Pertanggungjawaban Pidana Dapat Diberikan Kepada Dokter Yang 
Melakukan Kesalahan Diagnosis Kepada Pasien Apabila Kesalahan Diagnosis 
Tersebut Membuat Dokter Salah Menerapkan Tindakan Terapi Yang 
Berimbas Kerugian Pada Pasien. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 
Dokter Yang Terbukti Melakukan Kesalahan Diagnosa Yaitu:  
a) Pasal 359 Dan Pasal 360 Kuhp  
(1) Pasal 359  

“Barangsiapa Karena Kesalahannya (Kealpannya) Menyebabkan Orang 
Lain Mati, Diancam Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun Atau Pidana 
Kurungan Paling Lama Satu Tahun” 

 
(2) Pasal 360 Menjelaskan Bahwa: 

“(1) Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan 
Orang Lain Mendapat Luka-Luka Berat, Diancam Dengan Pidana Penjara 
Paling Lama Lima Tahun Atau Pidana Kurungan Paling Lama Satu Tahun.  
(2) Barang Siapa Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan 
Orang Lain Luka-Luka Sedemikian Rupa Sehingga Timbul Penyakit Atau 
Halangan Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Pencarian Selama Waktu 
Tertentu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Bulan 
Atau Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan Atau Pidana Denda 
Paling Tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.” 



JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN 
ISSN: 2722-970X (media online) Vol. 1 |  No. 1 | Agustus 2020 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk 30 

 

 
b) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
(1) Pasal 75 Ayat (1)  

“Setiap Dokter Atau Dokter Gigi Yang Dengan Sengaja Melakukan 
Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1) Dipidana Dengan Pidana Penjara 
Paling Lama 3 (Tiga) Tahun Atau Denda Paling Banyak Rp 
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).” 
 

Pasal Ini Berkaitan Dengan Kesalahan Diagnosa Apabila Dokter Saat 
Melakukan Kesalahan Diagnosa Tersebut Terbukti Tidak Memiliki Str 
Maka Dapat Dikenakan Pasal 75 Ayat (1). 

(2) Pasal 76 
“Setiap Dokter Atau Dokter Gigi Yang Dengan Sengaja Melakukan 
Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 36 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 
3 (Tiga) Tahun Atau Denda Paling Banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus 
Juta Rupiah).” 
 

Pasal Ini Berkaitan Dengan Kesalahan Diagnosa Apabila Dokter Saat 
Melakukan Kesalahan Diagnosa Tersebut Terbukti Tidak Memiliki Sip 
Maka Dapat Dikenakan Pasal 76. 

(3) Pasal 79 
“Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu Tahun) Atau 
Denda Paling Banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Setiap 
Dokter Atau Dokter Gigi Yang: 

d. Dengan Sengaja Tidak Memasang Papan Nama Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 41 Ayat (1);  

e. Dengan Sengaja Tidak Membuat Rekam Medis Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1); Atau  

f. Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajiban Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 51 Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, 
Atau Huruf E.” 
 

2) Bentuk Pertanggungjawaban Perdata 
Kesalahan Diagnosis Yang Dilakukan Oleh Dokter Dapat Dimintakan 

Pertanggungjawabannya Secara Perdata Sesuai Dengan Pasal 1365 Dan 
Pasal 1366 Kuhperdata Yaitu:  

Pasal 1365 Kuhperdata: 
“Setiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian 
Pada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian 
Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut.”  
 
Pasal 1366 Kuhperdata: 
“Setiap Orang Bertanggung Jawab, Bukan Hanya Atas Kerugian 
Yang Disebabkan Perbuatan, Melainkan Juga Atas Kerugian Yang 
Disebabkan Kelalaian Atau Kesembronoannya.”  
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Pertanggungjawaban Tersebut Tidak Hanya Dapat Dimintakan 
Kepada Dokter, Tetapi Juga Bisa Dimintakan Kepada Rumah Sakit Yang 
Menjadi Tempat Praktik Dokter Tersebut. Hal Ini Dapat Dilihat Seperti Pada 
Pasal 58 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Bahwa Terdapat Kata Penyelenggara Yang Merujuk Pada Pengusaha Dalam 
Hal Ini Yaitu Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan. 
Rumah Sakit Juga Memiliki Tanggungjawab Dalam Kesalahan Yang 
Dilakukan Oleh Dokter Yang Dapat Dilihat Pada Pasal 46 Undang-Undang 
No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Yaitu:  

“Rumah Sakit Bertanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua 
Kerugian Yang Ditimbulkan Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh 
Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit.” 

  
Pertanggungjawaban Rumah Sakit Juga Berlandaskan Pada Pasal 

1367 Kuhperdata Yaitu: 

“Seseorang Tidak Hanya Bertanggung Jawab, Atas Kerugian Yang 
Disebabkan Perbuatannya Sendiri, Melainkan Juga Atas Kerugian 
Yang Disebabkan Perbuatan-Perbuatan Orang-Orang Yang Menjadi 
Tanggungannya Atau Disebabkan Barang-Barang Yang Berada Di 
Bawah Pengawasannya. Orangtua Dan Wali Bertanggung 
Jawab Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Anak-Anak Yang Belum 
Dewasa, Yang Tinggal Pada Mereka Dan Terhadap Siapa Mereka 
Melakukan Kekuasaan Orangtua Atau Wali.  

Majikan Dan Orang Yang Mengangkat Orang Lain Untuk 
Mewakili Urusanurusan Mereka, Bertanggung Jawab Atas Kerugian 
Yang Disebabkan Oleh Pelayan Atau Bawahan Mereka Dalam 
Melakukan Pekerjaan Yang Ditugaskan Kepada Orang-Orang Itu. 

Guru Sekolah Atau Kepala Tukang Bertanggung Jawab Atas 
Kerugian Yang Disebabkan Olehmurid-Muridnya Atau Tukang-
Tukangnya Selama Waktu Orang-Orang Itu Berada Di 
Bawahpengawasannya. 

Tanggung Jawab Yang Disebutkan Di Atas Berakhir, Jika 
Orangtua, Guru Sekolah Atau Kepala Tukang Itu Membuktikan 
Bahwa Mereka Masing-Masing Tidak Dapat Mencegah Perbuatan Itu 
Atas Mana Meneka Seharusnya Bertanggung Jawab.” 

 

Dalam Pertanggungjawaban Perdata Tidak Disebutkan Secara Jelas 
Berapa Ganti Kerugian Akibat Dari Kesalahan Diagnosis. Besar Ganti 
Kerugian Ini Bergantung Pada Kesepakatan Yang Terjadi Antara Dokter 
Dengan Pasien. Untuk Menentukan Besarnya Ganti Kerugian Perlu Meninjau 
Dari Besarnya Kerugian Yang Dialami Pasien Secara Materil Dan/Ataupun 
Immaterial Akibat Kesalahan Diagnosa Tersebut. Umumnya, Ganti Rugi 
Dapat Ditempuh Lewat Mediasi Terlebih Dahulu Antara Dokter Dengan 
Pasien, Apabila Mediasi Dirasa Belum Menemukan Titik Terang, Maka 
Dilanjutkan Lewat Jalur Litigasi. 
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3) Pertanggungjawaban Administrasi 
Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Dapat Dituntut 

Pertanggungjawaban Administrasi Dengan Diberikan Sanksi Administratif. 
Kewenangan Dalam Memberikan Sanksi Administratif Kepada Dokter 
Dimiliki Oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. Pasal 14 Angka 2 Dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Menyatakan 
Bahwa: 

(2) Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan, Menteri, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan 
Kewenangan Masing-Masing Dapat Mengambil Tindakan 
Administratif. 

(3) Tindakan Administratif Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dapat 
Berupa: 

a. Teguran Lisan, 
b. Teguran Tertulis, Atau 
c. Pencabutan Izin.  

Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 
2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Yang 
Mengatur Bahwa Sanksi Administratif Berupa: 

a. Peringatan Lisan; 
b. Peringatan Tertulis; Dan 
c. Pencabutan Sip (Surat Ijin Praktik). 

 
Mengenai Pencabutan Sip Diatur Dalam Pasal 32 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran, Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dapat 
Mencabut Sip Dokter Dalam Hal: 

a. Atas Dasar Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (Mkdki); 

b. Str Dokter Dan Dokter Gigi Dapat Dicabut Oleh Konsil Kedokteran 
Indonesia (Kki); 

c. Tempat Praktik Tidak Sesuai Lagi Dengan Sip-Nya; Dan/Atau  
d. Dicabut Rekomendasinya Oleh Organisasi Profesi Melalui Sidang 

Yang Dilakukan Khusus Untuk Hal Tersebut. 
PENUTUP   

SIMPULAN 

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Yang Telah Diuraikan Diatas, Maka 
Dibuat Kesimpulan Untuk Menjawab Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yaitu Sebagai 
Berikut: 

1. Ketentuan Hukum Tentang Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Diatur 
Mulai Dari Peraturan Maupun Peraturan Kebijaksanaan. Peraturan Perundang-
Undangan Yang Menjadi Dasar Hukum Yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran. Peraturan Kebijaksanaan Diatur Dalam Bentuk Ketentuan 
Teknis Diagnosis Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Menteri 
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Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 Tentang Standar, 
Pelayanan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 
Tahun 2014 Tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Primer, Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran. Tujuan Dibentuknya Ketentuan Hukum Tentang Diagnosa 
Yaitu Untuk Merealisasikan Pembangunan Kesehatan Dan Mewujudkan Kesehatan 
Masyarakat Yang Optimal. Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Diperlukan 
Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Untuk Menjaga Dan 
Meningkatkan Mutu Praktik Kedokteran Sehingga Dokter Mampu Meminamilisir 
Kesalahan Dalam Mendiagnosa Penyakit. Dasar Hukum Dan Ketentuan Teknis 
Diagnosis Secara Hukum Mengenai Diagnosis Dokter Dibentuk Berlandaskan Asas-
Asas Pembangunan Kesehatan Yaitu Asas Perikemanusiaan, Asas Keseimbangan, 
Asas Manfaat, Asas Pelindungan, Asas Penghormatan Hak Dan Kewajiban, Asas 
Keadilan, Asas Asas Gender Dan Nondiskriminatif, Serta Asas Norma Agama.  

2. Pertanggungjawaban Dokter Jika Melakukan Kesalahan Diagnosa Didasarkan Pada 
Ketentuan Hukum Yang Dirumuskan Dalam Kuhpidana, Kuhperdata, Undang-
Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Dan Undang-Undang No. 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pertanggungjawaban Tersebut, Subjek 
Pertanggungjawaban Adalah Dokter, Apabila Dokter Bekerja Dibawah Naungan 
Penyelenggara (Contoh: Rumah Sakit) Maka Pihak Penyelenggara Juga Ikut 
Bertanggungjawab. Objek Pertanggungjawaban Yaitu Tindakan Dokter Dalam 
Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Dalam Bentuk Kesalahan Diagnosis. Terdapat 
Tiga Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis 
Yaitu Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sanksi Denda, Pidana Kurungan 
Dan/Atau Pidana Penjara; Pertanggungjawaban Perdata Dengan Sanksi Ganti 
Kerugian; Dan Pertanggungjawaban Administrasi Dengan Peringatan Lisan, 
Peringatan Tertulis Atau Pencabutan STR Dan/Atau SIP. 
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